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Pernikahan merupakan suatu syari’at yang dibawa Rasul, bahkan Rasul sendiri 
mempraktekkannya. Sebagai sebuah syari’at, tentu memiliki beberapa hak dan 
kewajiban di antara suami,isteri dan anak, salah satu di antaranya adalah nafkah. 
Nafkah merupakan pemberian wajib ditunaikan oleh suami kepada isteri dan 
anak-anaknya. Dalam islam, secara umum, tidak ada jumlah tertentu kadar nafkah 
yang harus diberikan oleh suami. Namun para Fuqaha’, termasuk Mazhab Syafi’i 
di dalamnya, berbeda pendapat tentang ketentuan kadar nafkah. Dalam masyarkat 
Desa Panjoe nafkah yang diberikan suami kepada istri tidak sama seperti yang 
telah ditentukan oleh mazhab Syafi’i.Penelitian ini ingin mengkaji kadar nafkah 
mazhab Syafi’i dalam masyarakat Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie. 
Pertanyaan penelitian ini adalah berapakah kadar nafkah yang ma’ruf yang harus 
diberikan suamikepada keluarga menurut ketentuan Mazhab Syafi’i, sesuaikah 
kadar nafkah yang diberikan suami kepada keluarga di Desa Panjoe Kecamatan 
Glumpang Tiga, dan bagaimana ketentuan mazhab Syafi’i dilihat dengan konteks 
sekarang. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian inimenggunakan metode 
analisis komperatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut 
mażhab Syafi’i, kadar nafkah yang harus diberikan suamikepada keluarga dilihat 
dari tiga keadaan. Pertama, keadaan suami kaya yaitu 2 mud. Kedua, keadaan 
suami dengan tingkat ekonomi sedang yaitu 1,5 mud. Ketiga, keadaan suami 
miskin yaitu 1 mud.Dilihat dari pendapat mażhab Syafi’i, kadar nafkah yang 
diberikan suami kepada keluarga di Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga tidak 
sesuai, sebab masyarakat Desa Panjoe tidak mengharuskan suami untuk 
memberikan nafkah minimal sebagaimana ditetapkan dalam mażhab 
Syāfi’ī.Ketentuan kadar nafkah dalam mażhab Syāfi’ī boleh jadi dapat 
diberlakukan saat ini untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah.  
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KATA PENGANTAR 
 
 
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat 
menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Kadar Nafkah Keluarga Menurut 
Ketentuan Mazhab Syafi’i: Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga 
Kab. Pidie”. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi 
Muhammad Saw yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke 
alam dengan ilmu pengetahuan. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa 
bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini izinkan penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tinngi nya kepada ayahanda 
dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril 
maupun materiil dan kepada abang, kakak dan adek-adek yang telah membantu 
selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, 
juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan 
motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis. 
Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis 
sampaikan kepada Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku pembimbing pertama 
dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh selaku pembimbing kedua, di mana kedua 
beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta 
menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis 
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dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya 
penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan 
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi SHK, Penasehat 
Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum 
telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis 
sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari’ah dan 
seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh 
Karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta 
memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan 
terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka 
penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada 
teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan 
dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia 
berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 
kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan 
hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari 
semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
Banda Aceh, 10 Januari 2019 
Penulis, 
 
SERI SUARNI 
 
 
vii 
 
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.  Adapun Pedoman 
Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai 
berikut:
 1
 
 
1. Konsonan  
 
No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
61 ط ṭ 
t dengan titik 
di bawahnya 
2 ب B 
 
61 ظ ẓ 
z dengan titik 
di bawahnya 
3 ت T  61 ع ‘  
4 ث Ś 
s dengan titik 
di atasnya 
61 غ gh 
 
5 ج J  02 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
di bawahnya 
06 ق q 
 
7 خ kh  00 ك k  
8 د D  02 ل l  
9 ذ Ż 
z dengan titik 
di atasnya 
02 م m 
 
10 ر R  02 ن n  
11 ز Z  01 و w  
12 س S  01 ه h  
13 ش sy  01 ء ’  
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viii 
 
14 ص Ş 
s dengan titik 
di bawahnya 
01 ي y 
 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
   
 
 
 
2. Konsonan 
Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
2
 
a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut:   
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah a 
  َ  Kasrah i 
  َ  Dammah u 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي   َ  Fatḥah dan ya Ai 
و    َ    Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فيك  = kaifa,  
لوه      = haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
3
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ا   َ  Fatḥah dan alif atau ya ā 
ي   َ  Kasrah dan ya ī 
و   َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
      لا ق = qāla 
ي م  ر   = ramā 
     لْي ق = qīla 
    لْوق ي = yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ْالَافاَط الْا ْ ةَض اوَر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
  ْاةَر ََّون  مالا ْ َةنايِدَمالا  : al-Madīnah al-Munawwarah/  
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 al-Madīnatul Munawwarah   
  ْاةَحاَلط  : Ṭalḥah 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai 
kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
4
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1 
BAB SATU 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia 
untuk berproduksi, berkembang biak, dan melestarikan kehidupannya setelah 
masing-masing pasangan siap melaksanakan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan.
1
 
Pernikahan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan 
rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Sebab kalau 
tidak dengan nikah tidak jelas siapa yang akan mengurusi dan siapa yang 
bertanggung jawab terhadap anaknya. Karena begitu pentingnya pernikahan, 
maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari 
perkawinan sekaligus hak dan kewajiban suami istri akan saling menyadari akan 
pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban, sehingga tidak mendhalimi satu 
sama lain dan dapat bekerja sama menggapai keluarga sakinah, mawaddah dan 
rahmah.
2
 
Perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh 
ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.
3
  Seperti firman Allah dalam QS. Al-
Rum ayat 21.
4
 Menurut ayat ini, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan 
                                                          
1
  Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11. 
2
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 
hlm. 181. 
3
 Amir Syarifuddin, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 47.  
4
  yang artinya diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya iala dia menciptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenagan padanya dan menjadikan di 
antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 
2 
 
antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang 
(rahmah).  
Selain itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan 
dalam Islam selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga 
sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 
dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga mencengah perzinahan, agar 
tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 
keluarga dan masyarakat.
5
 
 Perkawinan juga sebagai ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu 
merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia 
diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Dalam pandangan Islam di 
samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah 
Allah dan Sunnah Rasul.
6
  
Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah 
mawaddah waarahmah, Islam telah memberi petunjuk tentang hak dan kewajiban 
sebagai suami istri. Apabila hak dan kewajiban masing-masing sudah terpenuhi, 
maka dambaan suatu rumah tangga yang sakinah akan terwujud. Tetapi dalam 
mewujudkan keinginan tersebut bukanlah perkara yang mudah, karena ternyata 
banyak permasalahan yang timbul dan menunggu bahtera rumah tangga yang 
pada akhirnya menghambat cita-cita mulia perekawinan itu sendiri. Oleh karena 
itu diperlukan langkah-langkah preventif, selektif dan antisipatif dari setiap 
                                                          
5
 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan islam Suatu Analisis dari Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Cet. 5 (Jakarta: bumi Bumi Aksara, 2004), hlm. 
26-27. 
6
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di..., hlm. 41.  
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individu yang berkeinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah 
dan rahmah.
7
 
Dengan adanya akad nikah yang sah antara mempelai laki-laki dan 
perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami istri dan 
sebagai konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-
masing pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak 
bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi 
kewajiban istri. Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi 
berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. 
Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah 
kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian, maupun tempat 
tinggal bersama. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang 
istri terikat semata-mata untuk suaminya dan sebaliknya, suami bertanggung 
jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan 
sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain 
yang menghalangi pemberian nafkah.
 8
 
Syari’at juga mewajibkan suami untuk menfkahi istrinya, karena dengan 
adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang istri menjadi terikat semata-mata 
kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Karena itu ia berhak 
menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di 
rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. 
                                                          
7
Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 
hlm. 181. 
8
Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013), hlm. 163. 
4 
 
Suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja 
kepadanya, selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak durhaka atau 
karenna ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Oleh karena itu, 
apabila terjadi perceraian, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang 
telah diberikan kepada istrinya.
9
 
Kaum muslimin dari golongan Fuqaha’ sejak masa Rasulullah sampai saat 
ini sepakat seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya untuk 
kelangsungan hidup berumah tangga. Karena nafkah merupakan suatu hak yang 
wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istri. Kewajiban suami yang bersifat 
lahir seperti pangan, sandang, dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama 
yaitu kewajiban pokok yang wajib dipenuhi oleh suami adalah sandang, pangan, 
dan papan begitu juga kewajiban suami yang bersifat batin seperti memimpin istri 
dan anak-anaknya, menggauli istri dengan pergaulan yang baik.
10
 
Para ulama sepakat bahwa nafkah wajib atas suami yang berstatus 
merdeka dan berada di tempat dan wajib diberi kepada istri yang berstatus 
merdeka dan tidak nusyuz atau membangkang.
11
 Kewajiban suami memberikan 
nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan 
manusia dan sejak terjadinya tahkim (penyerahaan diri seorang istri kepada suami) 
adalah sebuah syarat-bukan sebab diwajibkannya suami memberikan nafkah dan 
                                                          
9
 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Juz II, (Kairo: Maktabah Dat Al-Turas), hlm. 229. 
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Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat 
Dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Premade Media, 2006), hlm. 169. 
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Rasyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), hlm. 142-143. 
5 
 
segala hal yang berkaitan dengan nafkah, bukan pada saat selesainya akad 
perkawinan.
12
 
 Dalam Al-Quran Surat Al-Thalaq: 6-7 juga memberikan gambaran umum, 
bahwa nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut, asalkan cukup untuk 
keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Karena itu jumlah 
nafkah yang diberikan jangan ditarget atau ditentukan jumlahnya, tetapi 
disesuaikan dengan pemasukan, sehingga tidak menjadi beban bagi suami apalagi 
menimbulkan mudarat baginya.
13
 
Dalam hal ukuran nafkah para ulama berbeda pendapat, menurut pendapat 
Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan 
nafaqah adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika 
keduanya kebutulan status sosial ekonominya diambil standar menengah di antara 
keduanya. Yang jadi pertimbangan dalam bagi pendapat ini adalah keluarga itu 
merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan 
pertimbangan dalam menetapkan standar nafkah. 
Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa 
yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri
14
. Yang menjadi dasar bagi ulama 
ini adalah  firman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 233.15  
Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan 
jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup 
                                                          
12
Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Jilid 3,Terj. Muhammad Afifi, abdul Hafiz 
(Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 49-50. 
13
 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2006), hlm. 215. 
14
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di..., hlm. 170. 
15
Yang artinya “Kewajiban suami menanggung biaya hidup dan pakaian yang patut.  
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meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin 
serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai 
dengan kebiasaan umum. Standar ini berbeda menurut keadaan dan situasi tempat. 
Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin dan panas kepadanya. 
Kalangan Hanafi menetapakan jumlah nafkah istri sesuai dengan kemampuan 
suami, baik kaya atau miskin, tanpa melihat keadaan istrinya. Allah berfirman 
dalam Q.S. Ath-Thalaaq ayat 6-7.
16
 
Menurut Imam Syafi’i dan pengikutnya berpendapat bahwa sebab 
terjadinya nafkah ada tiga, yaitu: kekerabatan, kepemilikan (perbudakan), dan 
perkawinan. Namun di sini berfokus pada sebab yang ketiga yaitu nafkah yang 
terjadi karena perkawinan. Nafkah seorang istri yang berserah diri itu wajib atas 
suaminya. Namun, nafkah tersebut berbeda sesuai dengan keadaan atau 
kemamapuan suami, dalam Kitab Al-Umm nafkah itu ada dua macam: nafkah 
orang kaya yang kemudahan (orang kaya) dan nafkah orang yang memerlukan 
kepada rezeki (orang miskin). 
Sekurang-kurangnya yang lazim bagi orang yang miskin untuk nafkah 
istrinya itu satu mudd
17
 dengan ukuran mudnya Nabi SAW setiap hari dari 
makanan yang dia makan di Negaranya baik itu gandum atau syair atau jagung 
atau beras atau salt (bentuknya seperti gandum yang tidak berkulit). Kalau 
suaminya orang kaya, maka ia menentukan bagi istrinya dua mudd dengan ukuran 
mudd Nabi SAW dan di antara dua itu adalah pertengahan (pada yang ditengah-
tengah yang tidak dengan orang yang kaya dan tidak dengan orang yang miskin). 
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Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 62. 
17
Satu Mudd Yaitu 675 Gram Berdasarkan Kitab Wahbah Zuhaili. 
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Maka di antara keduanya itu satu setengah mudd untuk istri .
18
 Sebab jika dia 
dipaksa membayar dua mudd setiap hari, dia akan jatuh miskin. Sebaliknya jika 
dia hanya membayar satu mudd setiap hari maka hal itu akan membahayakan 
pihak istri karena hak-hak istri kurang diperhatikan. Dengan demikian, maka dia 
berkewajiban mengeluarkan nafkah 1,5 mudd setiap hari. Namun, semua itu harus 
tetap mengacu pada kebiasaan dan tradisi.
19
  
Kenyataan pada zaman  sekarang banyak dijumpai istri yang berkerja di 
luar rumah untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya atau untuk 
membantu suaminya dalam memenuhi nafkah, akan tetapi masih ada juga istri 
yang tidak bekerja yang hanya mengharapkan nafkah dari suaminya, sebagaimana 
yang dijelaskan dalam hukum islam istri tidak dibebani kewajban kebendaan yang 
diperlukan untuk mencukupi kehidupan keluarga, bahkan diutamakan istri tidak 
usah bekerja mencari nafkah, jika memang suami mampu memenuhi kewajiban 
nafkah dengan baik, ini di maksudkan agar istri dapat melaksanakan 
kewajibannya membina keluarga yang sehat dan mempersiapkan generasi yang 
shaleh. 
Kewajiban-kewajiban pokok seorang istri yaitu menaati suami seperti 
tinggal bersama suami, taat kepada perintah suami, berdiam di rumah, tidak 
memasukkkan seseorang kedalam rumah tanpa seizinnya, melayani suami, 
menjaga hartanya, dan mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
20
 
                                                          
18
Al-Imam Asy-Syafi’i, Al-Umm (Kitab Induk), Terjemahan Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7 
(Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 384-386. 
19
Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i..., hlm. 43. 
20
A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam...,hlm. 105-111. 
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Dalam praktek yang terjadi di Aceh sekarang khusunya di Desa Panjoe 
kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie berbeda dengan  pendapat Imam 
Syaf’i’i, di mana penulis telah mewawancarai warga Desa Panjoe tersebut mereka 
mengatakan bahwa nafkah yang diberikan oleh suaminya misalnya uang, beras 
dan lain-lain, di mana beras diberikan bukan perhari atau perbulan melainkan 
pertahun dalam ukuran yang banyak di karenakan usaha pertanian padi misalnya 
yang otomatis menyediakan pemenuhan bahan pokok beras keluarga dan uang 
diberikan hanya saat istri membutuhkan serta untuk keperluan lainnya 
dibelanjakan oleh istrinya termasuk lauk pauk.  
Berdasarkan kasus di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang 
kadar nafkah menurut masyarakat Desa Panjoe serta kesesuaiannya dengan 
pendapat Mazhab Syafi’i. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis karya 
ilmiah dengan judul KADAR NAFKAH KELUARGA MENURUT 
KETENTUAN MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Desa Panjoe Kecamatan 
Glumpang Tiga Kabupaten Pidie) 
B. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 
1. Berapakah kadar nafkah yang ma’ruf yang harus diberikan kepada 
keluarga menurut ketentuan Mazhab Syafi’i ? 
2. Sesuaikah kadar nafkah yang diberikan suami kepada keluarga di Desa 
Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga? 
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3. Bagaimana ketentuan kadar nafkah mazhab Syafi’i dilihat dengan 
konteks sekarang ? 
C. Tujuan penelitian  
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui kadar nafkah yang ma’ruf yang harus diberikan 
kepada keluarga menurut ketentuan Mazhab Syafi’i 
2. Untuk mengetahui masih sesuai tidaknya kadar nafkah yang diberikan 
suami kepada keluarga di Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga 
3. Untuk mengetahui ketentuan tersebut dilihat dengan konteks sekarang 
D. Penjelasan istilah  
Penjelasan istilah ini dipaparkan agar tidak terjadi kekeliruan dan 
kesalahpahaman  dalam penelitian karya ilmiah ini. Penulis perlu menjelaskan 
dari beberapa suku kata yang berkenaan dengan judul di atas antara lain: 
1. Kadar Nafkah 
Istilah “kadar nafkah”, memiliki dua kata yang perlu dijelaskan. Dalam 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa kata “kadar” yaitu jumlah 
hasil pengukuran dalam presentase mengenai gejala tertentu yang terdapat pada 
populasi tertentu dalam keadaan dan jangka waktu.              
Sedangkan kata nafkah mempunyai makna pengeluaran yang 
dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk 
orang-orang yang menjadi tanggungg jawabnya.
21
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M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam..., hlm. 213.  
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2. Keluarga  
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa keluarga adalah 
orang yang seisi rumah yang menjadi tanggungan, satuan kekerabatan yang sangat 
mendasar di masyarakat.
22
 
E. Kajian Pustaka 
Tujuan kajian pustaka yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui 
persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lain 
yang pernah dilakukan agar terhindar dari duplikan atau penggulangan penelitian 
materi secara mutlak. 
Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang 
membahas tentang kadar nafkah keluarga menurut ketentuan Mazhab Syafi’i yang 
berfokus kepada pemberian nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istri, 
masih sesuai tidaknya dengan yang disebutkan dalam mazhab Imam Al-Syafi’i 
dalam masyarakat konteks sekarang.  
Ada beberapa tulisan ilmiah yang berkenaan dengan nafkah keluarga.  Di 
antaranya, seperti skripsi Hasbi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, yang 
berjudul “Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisis Pengemis di 
Kota Banda Aceh),
23
 yang ditulis pada Tahun 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan 
tentang hukum memberi nafkah kepada keluarga dari hasil mengemis dan syarat-
syarat seseorang dikatakan boleh untuk mengemis. 
                                                          
22
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 659. 
23
Hasbi, Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisa Pengemis di Banda 
Aceh), ( skripsi tidak dipublikasikan)  Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 
2017. 
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Kemudian terdapat juga dalam skripsi Syaqinah, mahasiswa Fakultas 
Syariah dan Hukum, yang berjudul “Nafkah Keluarga Dari Harta Istri (Studi 
Perbandingan antara Ibn Hazm, Yusuf Al-Qaradhawi dan Realitas dalam 
Masyarakat Gayo),
24
 yang ditulis pada Tahun 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan 
tentang bagaimana pendapat Ibn Hazm Dn Yusuf Al-Qaradhawi tentang nafkah 
keluarga dari harta istri, bagaimana nafkah keluarga dari istri dalam masyarakat 
Gayo dan faktor-faktor yang melatar belakanginya, dan bagaimana nafkah 
keluarga dari istri dalam masyarakat Gayo terhadap pandangan Ibn Hazm dan 
Yusuf Al-Qaradhawi. 
Selanjutnya terdapat juga dalam skripsi Lailatul Qadar, mahasiswa 
Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di 
Gampong Ligan Kec. Sampoinit Kab. Aceh Jaya). Dalam skripsi ini dijelaskan 
tentang faktor-faktor yang melatar belakangi peran isteri sebagai pencari nafkah 
utama dalam keluarga dan untuk mengetahui dampak bagi kelangsungan hidup 
rumah tangga ketika isteri bekerja.
25
 
Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah ada, penulis tegaskan bahwa 
permasalahan yang penulis teliti ini belum pernah diteliti oleh penelitian 
terdahulu.   
 
                                                          
24
Syaqinah, Nafkah Keluarga Dari Harta Istri (Studi Perbandingan antara Ibn Hazm, 
Yusuf Al-Qaradhawi dan Realitas dalam Masyarakat Gayo, (Skripsi tidak dipublikasikan) 
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2017. 
25
Lailatul Qadar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah 
Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Gampong Ligan Kec. Sampoinit Kab. Aceh Jaya), (skripsi 
tidak dipublikasikan)  Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014. 
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F. Metode penelitian  
Setiap penelitian memerlukan metode dan tehnik pengumpulan data 
tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang 
digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengemangkan ilmu 
pengetahuan demi kepentigan masyarakat.
26
 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. 
Penelitian empiris adalah penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi dalam 
masyarakat, seperti permaslahan yang terjadi di suatu daerah yang berkaitan 
dengan pembahasan. Penelitian ini disebut studi hukum dalam aksi/tindakan (law 
in action).
27
 
2. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini dilakukan dengan dua metode pengumpulan data yaitu 
penelitian lapangan (field research) dan metode pengumpulan data dengan 
penelitian perpustakaan (library research).  
a. Field research (penelitian lapangan) merupakan suatu cara untuk 
memperoleh data dengan cara terjun ke lapangan.  
b. library reseasrch (penelitian perpustakaan) adalah penelitian dengan 
cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan tujuan untuk memperoleh 
pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dalam 
penelitian ini, seperti skripsi, buku, artikel dan rujukan lain yang 
                                                          
26
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Pers, 1986), hlm. 3.  
27
J. supranto Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 
hlm. 3. 
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dianggap berkaitan dengan pembahasan penulisan ini sebagai sumber 
data sekunder. 
3. Tehnik Pengumpulan data 
Pengumpuan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini melalui dua 
metode yang digali dari sumber data lapangan, yaitu: 
a. Sumber data primer 
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian 
primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.
28
 
Seperti, Wahbah Zuhaili, Al-Umm, wawancara dan observasi. 
1. Observasi 
Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan 
data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi 
lingkugan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, 
sehingga dapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian 
tersebut.
29
 
2. Wawancara 
Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survei 
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 
Tehnik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi 
                                                          
28
Etta Mamang Sangadji, Sopiah Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), hlm. 171. 
29
Syofian  Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan 
Manual dan SPSS, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 19-20. 
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atau hubungan dengan responden.
30
 Pihak-pihak yang akan 
diwawancari  dua orang Ibu Rumah Tangga, satu orang Ibu atau 
Wanita yang Bekerja dan tiga orang Kepala Rumah Tangga. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 
terhadap bahan hukum primer, adapun sumber data pendukung dengan 
membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan 
yang dibahas dalam kajian ini, seperti buku-buku yang membahas tentang 
nafkah, perempuan dan haknya menurut pandangan Islam, tafsir Al-Quran 
tentang ayat-ayat nafkah, buku-buku yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat. 
c. Sumber Data Tersier 
Sumber data selanjutnya yaitu sumber data tersier, yaitu untuk 
memberikan petunjuk dan juga penjelasan terhadap sumber data primer 
dan sekunder yang berupa kamus hukum, kamus fiqh, majalah, 
enseklopedia, jurnal-jurnal serta bahan dari internet dengan tujuan untuk 
lebih memahami dalam penelitian ini. 
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, 
khususnya di Gampong Desa Panjoe. 
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Etta Mamang Sangadji, Sopiah Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian...hlm. 171. 
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G. Sistematika Pembahasan 
Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnannya 
penulisan karya ilmiyah ini. Maka penulis membagikan kepada empat bab, di 
mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dengan bab 
lain saling berhubungan dan keseimbangan. 
Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab dua merupakan bab pembahasan tentang Nafkah Keluarga yang 
terdiri dari: Pengertian dan Dasar Hukumnya, Kewajiban Suami terhadap Nafkah 
Keluarga, gugurnya kewajiban nafkah keluarga dan pendapat Mazhab Syafi’i 
tentang kadar nafkah. 
Bab tiga merupakan Kadar Nafkah Keluarga dalam Masyarakat, yaitu . 
Gambaran Umum Masyarakat Desa Panjoe Kec.Glumpang Tiga Kab. Pidie, kadar 
nafkah keluarga dalam masyarakat Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga Kab. 
Pidie menurut ketentuan Mazhab Syafi’i, dan kadar nafkah keluarga Mazhab 
Syafi’i dilihat dengan konteks sekarang. 
Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari: kesimpulan yang 
didasarkan pada uraian-uraian dan bab-bab terdahulu dan beberapa saran yang 
dianggap bermanfaat sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.  
16 
BAB DUA 
TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH KELUARGA 
A. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya 
 
1. Pengertian Nafkah  
 Nafaqah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk 
materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi.
1
 Dan juga semua 
kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti 
makanan, pakaian, rumah dan sebagainnya.
2
 
 Di samping itu, ada banyak sekali pengertian-pengertian lain yamg 
menjelaskan tentang nafkah, yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Di 
bawah ini akan penulis kemukakan pengertian-pengertian nafkah: 
a. Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini 
tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata 
nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang 
diinfakkan atau dikeluarkan oleh  seseorang untuk keperluan keluarganya. 
Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang 
lainnya.
3
 
b. Menurut istilah, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah 
“Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu 
yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung 
jawabnya”.4 
c. Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan 
yang nencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam 
                                                          
1
Amir Syarifuddin, Hukum Islam di Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 165. 
2
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Cet. 80 (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2017), hlm. 
421. 
3
Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattami, 
dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 94. 
4
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 
1996), hlm. 1774. 
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bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga 
pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”.5 
d. Adapun menurut Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus 
dikeluarkan adalah, “Yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti 
makan, pakaian dan tempat tinggal”.6 
e. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah “Belanja untuk 
memelihara kehidupan, atau rezeki, makanan sehari-hari, dan belanja yang 
diberikan kepada istri atau gaji, uang pendapatan, penghasilan”.7 
 Dari  beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah 
adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri sebagai 
wujud tanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang suami dalam 
menafkahi istrinya. 
2. Dasar Hukumnya 
 Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang 
suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah 
yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ada berbagai macam 
dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada 
seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.
8
 
                                                          
5
Amir Syarifuddin, Hukum Islam..., hlm. 166. 
6
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2006), hlm. 213. 
7
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media, 2003), 
hlm 473.  
8
Thalib, Ketentuan Nafkah, (Solo: Kencana Press, 2004), hlm. 21. 
 
18 
 
 
  
 
 Nafkah merupakan hal yang wajib. Hal ini berdasarkan Al-Quran, As-
Sunnah dan Ijma‟. Kewajiban atas nafkah didasarkan kepada firman Allah dalam  
Al-Quran yaitu berikut ini:
9
 
a. Surat Al-Baqarah ayat 233 
 
 َلا ِفْوُرْعَمْلِاب َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقِْزر ُوَل ِدْوُلْوَمْلا ىَلَع َلا اَهَعْسُو َّلاِإ ٌسْف َن ُفِّلَكُت اَىِدَلَوِب ٌةَدِلاَو َّراَضُت  َلاَو
 ِهِدَلَوِب ُوَل ٌدْوُلْوَم 
Artinya:  “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan 
karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapatkan 
kesusahan karena anaknya.” (Q.S Al-Baqarah: 233). 
 
b. Ath-Thalaq ayat 7  
 ِوِتَعَسْن ِّم ٍةَعَسْوُذ ْقِفُِنل  ۖ  ُللا َُوتاَء آَّمِ ْقِفْن ُيْل َف ،ُُوقِْزر ِوْيَلَع َرِدُق ْنَمَو  
Artinya: ”Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah 
menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya.” (Q.S At-Thalaq: 7) 
 Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti 
mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa 
batas maksimal maupun batas maksimal. Tidak adanya ketentuan yang 
menjelaskan berapa ukuran secara pasti. 
c. Ath-Thalaq ayat 6 
 َّنِهْيَلَع ْاوُق ِّ يَضُِتل َّنُىْوُّرآَضُت َلاَو ْمُِكدْجُو ْن ِّم ْمُتْنُكَس ُثْيَح ْنِم َّنُى وُنِكْسَأ...  
                                                          
9
Amir Syarifuddin, Hukum Islam..., hlm. 166. 
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Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal 
smenurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang 
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu 
nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...”(Q.S At-
Thalaq: 6) 
 Ayat ini tampak merinci lebih jauh hak istri yang menjadi tanggung 
jawab suami. 
 Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari 
Hadits Nabi SAW,
10
 yaitu sebagai berikut: 
 ملسو ويلع للا ىلص للا لوسر ىلع نايفس بيأ ةأرما ةّبع تنب دنى تلخد تلاق ةشئاع نع
 لوسر اي تلاقف ام لاإ نيب يفكيو نييفكي ام ةقفنلا نم نييطعيلا حيحش لجر نايفس ابأ نإ للا
 ملسو ويلع للا ىلص للا لوسر لاقف حانج نم كلذ في يلع لهف وملع يرغب ولام نم تذخأ
)ملسم هاور( كينب يفكيو كيفكي ام فورعلماب ولام نم يذخ 
Artinya: “Dari Aisyah beliau berkata,”Hindun putri „utbah istri Abu Sufyan 
masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah 
sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak 
memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain 
apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa 
sepengetahuannya. Apakah saya berdoasa karena perbuatan itu? Lalu 
Rasulullah saw bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya 
dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”. (H.R 
Muslim) 
 Dari ilustrasi Hadits di atas, maka dapat dipahami bahwa kewajiban 
memberikan nafkah kepada istri oleh suami tidak dilakukan secara terang-
terangan, melainkan juga secara sembunyi-sembunyi. Artinya  apabila suami tidak 
                                                          
10
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,Terj. Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, (Jakarta: 
Pena Pundi Askara, 2013), hlm. 430-431.  
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memberikan nafkah, maka istri berhak mengambil harta suaminya untuk 
keperluan hidup dengan kadar secukupnya.
11
 
 نأ :لاق ؟ويلع اندحأ ةجوز قح ام للا لوسراي :تلق :لاق ونع للا يضر ييرشقلا ةيواعم نع
اىوسكتو ،تمعط اذإ اهمعطت رضتلاو ،تبستكا ول ،تيستكا اذإ  في لاإ رجتهلاو حبقت لاو وجولا
 لوقت نأ :حبقت لاو :دواد وبأ لاق .تيبلا.للا كحبق  
 
Artinya: Diriwayatkan oleh Muawwiyah Al-Qurasyi, dia berkata, “Saya 
berkata, wahai Rasulullah saw, apa hak-hak istri kami? Maka 
Rasulullah SAW menjawab, engkau cukupi kebutuhan makannya jika 
engkau makan. Engkau cukup pakaiannya jika engkau berpakaian 
atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jangan engkau memukul 
wajahnya, jangan mencelanya, jangan engkau meninggalkannya 
(pisah ranjang) kecuali didalam rumah”. Abu Daud berkata: “Jangan 
engkau berkata buruk”. Yaitu engkau mengatakan, Allah SWT akan 
memberikan keburukan kepadamu". ( Hasan Shahih) 
 Hadits ini menunjukkan wajib hukumnya bagi suami untuk memberi 
nafkah dan pakaian kepada istri (keluarga) sesuai dengan kemampuan. Suami 
tidak bertanggung jawab di luar kemampuannya. membolehkan memukul istri 
untuk tujuan mendidik, tetapi dilarang memukul wajah, baik terrhadap istri 
maupun orang lain, dilarang memperdengarkan dengan perkataan yang dia benci,   
dan juga membolehkan memisahkannya dari tempat tidur (pisah ranjang) sebagai 
hukuman untuk mendidik.
12
 
 Adapun dalil Ijma‟ tentang nafkah antara lain, penulis kutip dari buku 
“Fiqh sunnah” karya Sayid Sabiq, dimana beliau menyebutkan bahwa “para ahli 
ilmu sepakat tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istri-istrinya jika 
suami sudah berusia baligh, kecuali kalau istrinya itu berbuat durhaka.” 
                                                          
11
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Terj. Amiruddin, Jilid 26 (Jakarta: Pustaka 
Azam, 2008), hlm. 563. 
12
Muhammad Bin Ismail, Subulussalam, Terj. Ali Nur Medan, Darwin, dan Ghana‟im, 
Jilid 3 (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013), hlm. 175. 
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 Ibnu Mundzir serta yang lainnya berkata, “Istri yang durhaka boleh 
dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah pihak yang berada dibawah kuasa 
suaminya. Ia boleh menahan istrinya untuk tidak berpergian dan bekerja. Karena 
itu, ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepadanya”.13 
 Berdasarkan dalil di atas dinyatakan bahwa nafkah suami kepada istri 
merupakan kewajiban yang pasti berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma‟. 
Kewajiban suami menafkahi istri timbul sejak terlaksananya akad sah pernikahan 
antara dirinya dengan istrinya itu. Kewajiban menafkahi tetap berlaku sekalipun si 
istri adalah seoarng yang kaya atau punya penghasilan sendiri. 
 Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan istri dapat menuntut 
suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Berdasarkan logika fiqh, laki-laki 
atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (tetap tinggal bersamanya), 
maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban 
nafkah kepada istri, sebagai konsepsi dari penahanan tersebut. 
 Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada 
istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran 
suaminya. Kewajban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan 
lapang atau pun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, 
suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. 
 Dengan demikian, jika telah terjadi akad nikah maka suami wajib 
memberi nafkah kepada istrinya, dan bahkan berdasarkan Hadits Hindun, istri 
berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun 
                                                          
13
Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 
2006), hlm. 56.   
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tidak diketahui suaminya. Perbuatan tersebut dibolehkan andaikata dilakukan 
ketika suami melalaikan kewajiban yang menjadi hak istri. 
 Keseluruhan ayat, hadits dan ijma‟ di atas hanya berbicara tentang 
nafkah secara mutlak tanpa memberi batasan dan ukuran. Jika Allah SWT dan 
Rasulullah SAW. mensyariatkan suatu hukum tapi tidak menjelaskan rinciannya 
maka di kembalikan kepada „urf setempat dan ijtihad. 
 Hal ini dapat dipahami Hadis dari „Aisyah yang berasal dari Hindun di 
atas. Hadits tersebut jelas menyatakan bahwa ukuiran nafkah itu relatif, jika 
kewajiban nafkah mempunyai batasan dan ukuran tertentu, niscaya Rasulullah 
SAW akan memerintahkan Hindun untuk mengambil ukuran nafkah yang di 
maksud, tetapi pada saat itu Rasulullah hanya memerintahkan Hindun untuk 
mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik dan secukupnya. Ibn Rusyd 
dalam kitabnya Bidayah al-Mujtahid  mengemukakan pendapat Imam Malik dan 
Abu Hanifah tentang ukuran nafkah bahwa besarnya nafkah tidak ditentukan oleh 
syara‟, akan tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suaminya dan hal ini akan 
berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. 
 Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku 
di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. 
Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki 
yang telah diperoleh itu menjadi haknya secara penuh dan selanjutnya suami 
berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan 
untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh 
 
23 
 
 
  
 
karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti 
prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.
14
 
 Kewajiban nafkah tetap dibebankan atas pundak suami selama 
sebabnya masih ada. Dan oleh karena kewajiban nafkah itu bukan disebabkan 
pihak istri dalam keadaan miskin, maka nafkahnya tetap saja wajib atas diri suami 
meskipun istri berada dalam keadaan berkecukupan. 
15
 
 Dalil di atas menjadi dasar hukum yang sangat jelas akan kewajiban 
suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan, dan papan. 
Berdasarkan dalil-dalil Al-Qur‟an, Sunnah dan Ijma‟ di atas tersebut telah 
membuktikan bahwa, seorang laki-laki yang telah mengikat perempuan dengan 
akad nikah, maka wajib memikul segala keperluan nafkah. Bahkan menurut 
ketentaun hukum islam, seorang istri dibolehkan mengambil harta suami, bila istri 
tidak diberi nafkah. 
B. Kewajiban Suami Terhadap Nafkah Keluarga 
1. Menurut Al-Qur‟an 
 Kata Wa „alal-maul ̅di lah ̅ wajib nafkah atas ayah terhadap anak 
terhadap kelemahannya. Kata Rizquhunna berarti makanan para istri, dan kata 
(Bil-ma‟r ̅f) berarti sekadar kemampuan suami. Penjelasan ayat 233 Surat Al-
Baqarah yaitu diwajibkan atas orang tua memberikan nafkah dan sandang istri dan 
anaknya dengan cara yang ma‟ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku di suatu 
Negeri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan 
                                                          
14
Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Kelurga Dalam Pemberlakuan Harta 
Bersama”. Jurnal Hukum Islam, Vol. II, No. 1, 2017, hlm. 34-36.  
15
H. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Kelaurga Islam Kontemporer, (Jakarta: 
Prenada Media, 2004), hlm. 157. 
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kemampuan pihak suami. Karena ekonomi suami ada yang kaya, ada yang 
pertengahan, ada pula yang miskin.
16
 
 Kewajiban seorang suami dalam Al-Qur‟an dijelaskan bahwa seorang 
ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, agar ia 
bisa melakukan kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.  
 Kata Al-Qur‟an Almaulud lahu (yaitu orang yang karenanya bayi 
dilahirkan) yang dipakai sebagai pengganti kata “Bapak”, menarik perhatian. 
Agaknya wahyu tersebut ditujukan untuk menggerakkan rasa kasih sayang sang 
bapak sedemikiann rupa ke arah pengerjaan tugas. Dengan kata lain, apabila 
biaya-biaya sang ibu dan anak selama masa penyusuan dibebankan pada sang 
ayah, disebabkan bahwa bayinya adalah milik dia sendiri dan buah hatinya. 
 Frase dengan cara yang ma‟ruf  di sini menunjukkan bahwa pakaian 
dan makanan sang ibu seharusnya diberikan sesuai dengan penggunaan dan 
kedudukannya. Kabakhilan dan tindakan melewati batas tidak dibenarkan dalam 
keadaan seperti ini. 
 Kemudian, untuk mehilangkan kesamaran, ayat Al-Qur‟an terrsebut 
menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara ini, bahwa tugas seorang bapak sesuai 
dengan kapasitasnya, karena Allah tidak membebani individu manapun melebihi 
kemampuannya.
17
 
 Oleh karena itu, wajib bagi seorang suami memberi nafkah 
secukupnya kepada istrinya berupa sandang dan pangan, agar ia dapat 
                                                          
16
Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, Tafsir Al-Quranul Adzim,Terj. Bahrun 
Abu Bakar dkk, Jilid 1-2, Cet. 1, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001s), hlm. 565. 
17
Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Qur‟an, Ter. Rd Hikmat Danaatmaja, Jilid 2, 
Cet. 2, (Iran: Al-Huda, 2006), hlm. 246. 
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melaksankan kewajibannya dalam menjaga dan memelihara anaknya. Hendaknya 
nafkah yang diberikan diukur sesuai dengan keadaan istrinya dan tingkat 
kebutuhan hidup yang umum menurut kebiasaan lingkungan tempat tinggalnya. 
Jangan sekali-kali  nafkah yang diberikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan 
karena hal tersebut dapat menyulitkan dan memberatkan nya.
18
 
 Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah “liyunfiq” maksudnya 
adalah hendahlah suami menberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih 
kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau 
menurut ukuran miskin andai kata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi 
ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, 
sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan 
setempat. Yang dimaksud dengan “liyunfiq z ̅ su a‟tim min sa‟ati” adalah bahwa 
perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan untuk istri. 
Adapun maksud ayat “l ̅ yukallifull ̅hu nasfan ill ̅ m ̅ ̅t ̅h ̅” adalah bahwa 
orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam 
memberi nafkah.
19
 
 M. Quraish Shihab juga berpendapat dalam Tafsir Al-Misbah, Surah 
At-thalaq ayat 7 menjelaskan prinsip umum yang mencakup penyusuan dan 
sebagainya sekaligus menengahi kedua belah pihak dengan menyatakan bahwa: 
Hendaklah yang lapang, yakni mampu dan memiliki banyak rezeki, memberi 
nafkah untuk istri dan anak-anaknya dari, yakni sebatas kadar, kemampuannya 
                                                          
18
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Jus 1, (Semarang: Cv Toha Putra, 1992), 
hlm. 321. 
19
Muhammad Al-Qurtubi, Al-Jami‟ Li Ahkam Al-Qur‟an,  Juz XVIII (Bairut: Dar Al-Ihya 
Li Tirkah Al-Arabi, 1985), hlm. 170. 
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dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu 
memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan 
rezekinya, yakni sebatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari 
harta yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai dia memaksakan diri untuk 
nafkah itu dengan dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. 
Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melaikan sesuai apa yang Allah 
berikan kepadanya. Karena itu janganlah, wahai istri menuntut terlalu banyak dan 
pertimbangkanlah keadaan suami atau bekas suami kamu. Di sisi lain, hendaklah 
semua pihak selalu optimis dan mengharap kiranya Allah memberinya kelapangan 
Allah biasanya akan memberikan kelapangan seseudah kesempitan.  
 Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini 
kembali kaepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada 
satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh Al-Qur‟an dan Sunnah dengan 
„urf  yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang 
lain serta waktu dan waktu yang lain.
20
 
 Kemudian Allah menjelaskan bahwa rezeki itu berubah dari kesulitan 
menuju kelonggaran, dan sebaliknya. Firman-Nya: 
 ًارْسُّي ٍرْسُع َدْع َب ُللا ُلَعْجَيَس 
 Allah akan menjadikan sesudah kesulitan itu kemudahan, sesudah 
kesempitan itu kelapangan dan sesudah kefakiran itu kekayaan. Sebab, dunia itu 
tidak tetap dalam suatu keadaan, sebagaimana dalam Firman-Nya: 
 ِاًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم َّن  
                                                          
20
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 145-146. 
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Artinya: “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Al-
Insyirah, 94: 6).  
 Kesemuanya itu merupakan berita gembira bagi orang-orang mukmin 
yang dikuasai kefakiran dan kepapaan.
21
 
  Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh 
seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur‟an maupun dalam Al-Hadits, tidak 
pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib 
diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur‟an dan Al-Hadits hanya 
menberikan gambaran umum saja. 
2. Pendapat  para Ulama 
 Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan 
tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama 
masih berbeda pendapat .
22
 
 Seperti yang telah dijelaskan oleh Dedi Sulistianto dalam skripsinya, 
mengenai ukuran nafkah para ulama berbeda pendapat, menurut pendapat Imam 
Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika: 
istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suaminya, dan istri (wanita) 
menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. 
Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan 
tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak 
terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu 
disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila istri memakai pakaian yang 
                                                          
21
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Jus 2, (Semarang: Cv Toha Putra, 1992), 
hlm. 239. 
22
Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 
Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015, hlm. 396. 
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kasar maka diwajibkan bagi suami memberi kain yang kasar juga untuk tempat 
tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.
23
 
 Ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan 
istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebutulan status sosial ekonominya 
diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan dalam bagi 
pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, 
oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menetapkan standar 
nafkah. 
Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang 
dijadikan standar adalah kebutuhan istri.Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah  
firman Allah dalam Al-Qur‟an Surah: Al-Baqarah ayat 233.24 
Golongan Hanafi juga berpendapat bahwa agama tidak menentukan 
jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup 
meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin 
serta segala kebutuhan yang diperlukan dalam hidupnya sehari-hari dan sesuai 
dengan kebiasaan umum. Suami pun wajib memberikan pakaian musim dingin 
dan panas kepadanya. Kalangan Hanafi menetapakan jumlah nafkah istri sesuai 
dengan kemampuan suami, baik kaya atau miskin, tanpa melihat keadaan istrinya. 
Seperti Firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6-7.
25
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Dedy Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafklah Keluarga (Studi 
Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambara), (Skripsi Dipublikasi), Fakultas 
Syariah, STAIN,  Salatiga, 2014, hlm. 30. 
24
SyarifuddinAmiHukum Perkawinan Islam di..., hlm. 170. 
25
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin, jlid 3, (Jakarta Selatan: Pena Pundi 
Aksara, 2006), hlm. 62. 
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Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Hambali bahwa mengqiyaskan nafkah 
dhahiriyah pada kafarat tentang kadar nafkahnya tidak diterima, karena nafkah 
ditetapkan tidak sama dengan kafarat. Kafarat sama banyaknya bagi orang kaya 
dan miskin, di dalam kafarat tidak memberikan lauk pauk, hanya beras dan 
gandum saja, sedangkan pada nafkah wajib memberikan lauk pauk dan dalam 
kafarat disyaratkan untuk mencukupi istrinya. 
26
 
 Dari beberapa pendapat para ulama Mazhab tentang kadar nafkah 
dhahiriyah di atas, syariat Islam telah menerangkan dengan cukup bijaksana 
tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah nafkah. Pada dasarnya kebutuhan 
pokok manusia adalah sama yaitu pangan, sandang, dan papan. Akan tetapi 
seiring dengan kemajuan zaman, prioritas kebutuhan manusia memiliki jenjang-
jenjang tertentu sesuai dengan taraf hidup masing-masing. 
C. Gugurnya Kewajiban Nafkah Keluarga 
 Kewajiban para suami untuk memenuhi kebutuhan materi para istri 
yang esensial, serta pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan juga keperluan-
keperluan lain yang sesuai dengan kedudukan dan dengan cara-cara hidup mereka. 
Dari sudut pandang syari‟at, nafkah hidup merupakan hak lumrah yang harus 
dipenuhi oleh suami, walaupun jika para istri mereka memiliki kekayaan. Hal ini, 
bagaimana pun tetap berlaku selama seorang istri tidak diputuskan sebagai istri 
yang membandel terhadap suami. Selanjutnya para suami tidak boleh memaksa 
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para istri mereka untuk mengelola rumah tangga atau mengurus bayi-bayi mereka 
jika para istri sendiri tidak melakukan hal-hal yang demikian dengan sukarela.
27
 
 Pada dasarnya nafkah itu wajib sebagai penunjang kehidupan suami 
istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan yang biasa, dimana suami 
maupun istri sama-sama melakukan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada 
masalah.
28
 
 Suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya disebabkan salah satu 
dari dua kemungkinan: 
a. Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan  
 Para ulama berbeda pendapat tentang gugurnya nafkah yang 
disebabkan suami dalam kesulitan, Mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam 
keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan 
nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian 
hari apabila ia mampu. Sedangkan menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri 
menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya 
dan tidak pula dianggap sebagai utang yang harus dibayar kemudian. Alasannya, 
seperi firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 286 yang artinya “Allah tidak 
membebani seseorang kecuali dalam batas kemampuannya”. 
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b. Suami enggap memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada 
dalam keadaaan lapang dari segi ekonomi. 
 Menurut kalangan Hanafiyah, istri yang tidak mendapat nafkah dari 
suaminya, hendaklah segera mendesak suami atau menututnya lewat penegak 
hukum dalam masa satu bulan terhitung dari mulai terjadi kelalaian suami. Hak 
nafkah istri menjadi gugur jika istri tidak mendesak dan tidak pula menuntut 
dalam masa satu bulan. Nafkah istri baru dianggap sebagai utang yang harus 
dibayar suami kemudian, jika istri (pada waktu tidak mendapat nafkah dari 
suaminya untuk memenuhi kebutuhan dirinya) telah menafkahkan hartanya 
sendiri atas dasar keputusan hakim atau atas izin dari suaminya. Oleh sebab itu, 
suami tidak dianggap berutang jika si istri untuk memenuhi kebutuhan dirinya 
telah membelajakan uangnya sendiri atau harus berutang, akan tetapi tanpa 
berdasarkan keputusan hakim atau tanpa ada izin suami. Menurut pendapat seperti 
disebutkan di atas, nafkah istri menjadi gugur apabila lewat dari satu bulan tidak 
diterima tanpa ada tuntutan dan desakan dari istri. 
 Berbeda dengan itu, kalangan mayoritas ulama berpendapat, suami 
dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar 
keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah 
seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak 
istri. Utang seperti itu tidak menjadi gugur dengan sebab kedaluarsa. Istri secara 
sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarkan meskipun setelah 
waktu lamanya.
29
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 Ada beberapa hal yang dapat mengugurkan nafkah istri terhadap 
suami di antaranya adalah: 
1. Bila suami meninggal dunia dan dia menjadi janda. Dan dia berhak 
mewarisi harta peninggalan suaminya sesuai dengan haknya. Inilah 
merupakan alasan yang utama mengapa sijanda tidak berhak memperoleh 
nafkah selama masa iddah karena kematian suami.
30
 
2. Nafkah itu gugur dari perempuan yang dicerai dengan talak raj‟i apabila 
telah habis masa iddahnya. Karena dengan terputusnya masa iddahnya 
berarti dia menjadi ba‟in bagi suaminya, 
3. Nafkah itu gugur dari perempuan yang dicerai ketika hamil, apabila dia 
telah melahirkan anaknya. Hanya saja apabila dia menyusui anaknya, 
maka ia berhak mendapatkan upah dari menyusuinya. Berdasarkan firman 
Allah:
31
 
 َّنِهْيَلَع اْوُقِفَْنَاف ٍلَْحَ ِتَلاُوا َّنُك ْنِاَو ّٰتَح َّنُهَلَْحَ َنْعَضَي   ۖ  ْمُكَل َنْعَضَْرا ْنَِاف َٰاف َّنُىْو ُت
 َّنُىَرْوُُجا  ۖ  ٍفْوُرَْعبِ ْمُكَن ْ ي َب اْوُرَِتَْأَو  ۖ ىَرُْخا ُوَل ُعِضْر ُتَسَف ُْتُْرَساَع َت ْنِاَو  ۖ  
Artnya: “...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka 
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di 
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...” (Q.S Ath-Thalaq: 6) 
4. Lewatnya Masa Tanpa Ada Keputusan Mahkamah atau Saling Merelakan 
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 Wahbah zuhaili mengemukan dalam kitabnya Fiqh Al-Islamiy Wa 
Adillatuhu bahwa menurut Mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat 
setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam 
tangunggan. Tetapi, nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan 
mahkamah dan menjadi utang. Mazhab Maliki dan Mazhab lainnya berpendapat 
bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali 
memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru. Pendapat ini berbeda 
dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat karena jika sudah lewat 
masanya maka sudah tidak butuh lagi.masanya. 
5. Nusyuz   
 Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam 
hal-hal yang menwajibkan melakukan akad nikah. Yang termasuk dalam 
perbuatan nusyuz yaitu menolak bersentuhan tanpa uzur, istri keluar rumah atau 
berpergian tanpa izin suami kecuali dalam keadaan darurat atau ada uzur seperti 
rumahnya hampir roboh atau keluar rumah untuk izin ziarah atau menengok 
ayahnya yang sedang sakit. Istri yang melakukan ibadah haji bersama selain 
suaminya, meski haji fardhu maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari 
suaminya, karena ia tidak sedang tertahan di sisi suaminya. 
 Jika istri enggan melayani suami dengan alasan sedang berpuasa maka 
jika puasa itu sunnah, maka nafkahnya gugur. Karena, ia menahan sesuatu dengan 
perkara yang bukan wajib. Kecuali puasa itu puasa Ramadhan atau qadha puasa 
Ramadhan yang waktunya sudah sempit maka nafkahnya tidak gugur di 
karenakan perkara menjadi hak syara‟ tidak ada hak bagi suami dalam penentuan 
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waktunya. Jika niat puasa qadha namun waktunya masih lama, atau puasa kafarat 
atau nadzar maka nafkahnya gugur, karena dalam hal ini dianggap menghalangi 
hak suami.
32
 
 Kewajiban memberikan nafkah dari suami kepada istrinya menjadi 
gugur, apabila si istri durhaka atau menghilang tanpa izin dari suaminya.
33
 Sabda 
Rasulullah SAW. : 
ونع للا يضر رمع نب للا دبع نعو قلص للا لوسر لاق :لا ىفك :ملسو ويلع للا ى
ءرمْلاب قي نم عيضي نأ اثمإ ويئاسلا هاور .ت و .:ظفلب ملسم دنع وىك نأ اثمإ ءرمْلاب ىف
سبيح وتوق كليم نمع.  
Artinya: Dari Abdillah bin Umar ra, ia berkata: Sabda Rasulullah SAW.: 
”Cukuplah dosa seseorang, apabila ia melepaskan (tidak 
memperdulikan) orang yang harus mendapat makan dari padanya”. 
(H.R. Nasa‟i dan menurut lafadz Muslim (beliau besabda) :”Menahan 
dari orang yang harus memperoleh makan dari padanya”.34 (Shahih 
Muslim) 
  Muhammad Ali Sabikh berpendapat, apabila seorang istri berlaku 
nusyuz yaitu istri yang durhaka terhadap suami atau keluar rumah tanpa seizin 
suami dan tidak dapat dibenarkan secara syar‟i maka: “Menggugurkan haknya 
untuk mendapatkan nafkah, menggugurkan nafkahnya yang berupa kebendaan 
dan gugur pula nafkah yang berhutang.
35
 
 Menurut pendapat  yang ashah, jika istri tidak melaksanakan perintah 
suami kemudian menghilanng lalu pulang kembali kerumah suaminya, maka 
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suami tidak wajib memberikan nafkah pada saat istri telah kembali menjadi patuh. 
Sebab, istri tidak melakukan penyerahan secara total kepada suaminya. 
 Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri nusyuz tidak gugur haknya 
dalam menerima  nafkah. Alasanya ialah nafaqah itu diwajibkan atas dasar akad 
nikah tidak pada dasar ketaatan. Bila satu waktu ia tidak taat kepada suaminya 
atau nusyuz, ia hanya dapat diberi pengajaran, atau pisah tempat tidur atau 
pukulan yang tidak menyakiti, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa 
ayat 34:
36
 
 َّنُى ْو ُِبرْضاَو ِعِجاَضَمْلا ِفِ َّنُى ْوُرُجْىاَو َّنُى ُْوظِعَف َّنُى َزْوُشُن َنْو ُفَاَتَ ِْتَِّلاَو  ۖ  اْوُغ ْ ب َت َلََف ْمُكَنَْعَطا ْنَِاف
 ًلَْيِبَس َّنِهْيَلَع  ۖ ًار ْ يِبَك اًيِلَع َناَك َللا َّنِا  
Artinya: “Istri-istri yang kamu khawatirkan akan berbuat nusyuz beri 
pengajaran dia, dan pisahkan dari tempat tidur dan pukullah dia. Bila 
dia telah taat kepadamu janganlah kamu mencari jalan (untuk 
menceraikannya). Sesungguhnya Allah Maha Tahu dan Maha Besar. 
(Q.S An-Nisa: 34). 
6. Istri atau suami yang masih kecil 
 Apabila seseorang mengawini anak perempuan yang masih kecil, yang 
belum dapat berjima‟. Dan laki-laki itu kecil juga atau sudah besar, maka tiada 
nafkah atas perempuan tersebut karena ia tidak dapat bersenang-senang 
dengannya. Dan sebaliknya, istri itu dewasa dan suami anak kecil, suami berhak 
memberikan nafkah kepada istrinya di karenakan penahanan (tetap menjadi istri) 
itu datang dari suami dan suami dapat bersenang-senang dengannya. Jika 
perempuan itu telah mengetahui bahwa laki-laki tersebut masih kecil dan tetap 
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mengawininya, maka tiada nafkah baginya, karena ia tidak dapat bersenang-
senang.
37
 
 Menurut pendapat yang azhar, istri belum mampu bersetubuh tidak 
berhak mendapatkan nafkah karena belum terpenuhinya kewajiban yang di 
maksud dalam perkawinan yaitu hubungan intim. Sebaliknya, suami yang masih 
kecil yang belum kuat bersetubuh, wajib menafkahi istrinya yang lebih dewasa 
apabila sang istri telah taslim (menyerahkan dirinya kepada sang suami, atau 
melalui wali suami). Sebab, hal itu disamakan ketika sang istri telah taslim kepada 
sang suami namun suami melarikan diri, menghindari taslim kepada sang suami 
namun suami melarikan diri, menghindari taslim yang diberikan oleh istri.
38
 
7. Murtad 
 Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari 
Islam dan tidak boleh digauli. Dan apabila ia kembali lagi masuk Islam maka 
suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya seperti semula. 
8. Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri 
 Sang suami sudah masuk Islam dan istri masih watsaniyyah atau 
majusiyah, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka 
nafkahnya gugur, karena ia menahan istimta‟ dengan maksiat sehingga hukumnya 
seperti istri yang nusyuz. Akan tetapi ia berhak mendapatkan tempat tinggal di 
                                                          
37
Al-Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm (Kitab Induk), Terj Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7 (Kuala 
Lumpur: Victory Agencie), hlm. 382. 
38
Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi‟i, cet. Ke 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hadi, 
(Jakarta: Niaga Swadaya, 2017). hlm. 53. 
 
37 
 
 
  
 
rumah suami karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan 
maksiat.
39
 
 Berdasarkan keterangan di atas dapat digambarkan bahwa ada 
beberapa hal yang dapat menggugurkan nafkah seorang istri terhadap suaminya. 
Hal ini disebabkan istri menyeleweng terhadap aqad yang telah di ucapkan kedua 
belah pikah antara suami istri. Apalagi Islam telah menggaris bawahi bahwa istri 
wajib taat kepada suaminya. 
 Di samping kewajiban nafkah juga dapat gugur disebabkan faktor lain, 
sehingga istri tidak berhak menuntut nafkah lagi kepada suaminya. Salah satu 
faktor tersebut adalah durhaka. Hasbi Ash-shiddieqy menyebutkan bahwa: 
kedurhakaan istri, haram hukumya (menghasilkan dosa) dan dapat menggugurkan 
nafkah.
40
 
 Seorang istri dapat juga digugurkan nafkah dari suaminya apabila istri 
tersebut  telah melanggar aturan yang telah digariskan dalam syari‟at. Hal ini 
terjadi karena seorang istri diwajibkan berlaku taat dan patuh kepada suami, 
sehingga apabila hal itu dilanggar akan kehilangan haknya dari saumi. 
 Terciptanya kebahagiaan dan ketentraman berumah tangga sangat 
tergantung pada komitmen suami istri dalam melaksanakan peran dan kewajiban 
masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, 
maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa 
yang mereka harapkan. Akan tetapi, perjalanan suatu perkawinan tidak selalu 
tenang dan menyenangkan. Dalam berumah tangga, kadang-kadang muncul 
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berbagai persoalan yang tidak dapat dihindari terutama jika di antara anggota 
keluarga tidak mau saling memahami dan bertenggang rasa. Apalagi jika tidak 
mau menjalankan apa yang disyari‟atkan Islam dalam kehidupan berumah tangga, 
serta tidak berusaha menjalin hubungan suami istri atas dasar kaidah yang benar.
41
 
D. Pendapat Mazhab Syafi’i tentang Kadar Nafkah Keluarga 
 Syafi‟i mengatakan, “Yang dimaksud nafkah di sini ada dua macam, 
yaitu nafkah orang yang dalam keadaan miskin dan nafkah orang dalam keadaan 
kaya. Bagi yang miskin, maka ia cukup memberikan satu mud makanan pokok 
yang berlaku pada Negeri tempat ia hidup kepada pembantunya. Dan cukup pada 
setiap pekannya memberikan satu kerat daging. Selain itu, ia juga berkewajiban 
memberi pakaian yang layak dan wajar  di lingkungannya. Begitu juga halnya jika 
suaminya itu seorang yang berada, maka ia berkewajiban memberi istrinya dua 
mud. Juga lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan 
oleh suami yang hidup miskin.
42
 
 Batasan orang yang berkehidupan mudah (kaya), sulit (miskin), atau 
cukup (menengah) berdasarkan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. 
Kebiasaan ini dapat berubah-ubah tergantung pada waktu, tempat, dan keadaan.
43
 
 Pemberian nafkah istri oleh suami, Imam Syafi‟i telah menetapkan 
bahwa jumlah nafkah tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur 
berdasarkan syara‟. Walaupun pada hakikatnya kalangan Syafi‟i juga sependapat 
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dengan kalangan Hanafiah tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan 
kondisi suami.
44
 
 Ulama Syafi‟iyyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat 
ditimbang atau kira-kirakan dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi 
masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang 
adalah satu mudd biji-bijian. Allah SWT menganggap kafarat itu untuk keluarga, 
sebagaimana dalam Firman-Nya :  
 ٰلَو ْمُكِنَاْيما في ِوْغَّللِاب ُللا ُمُُكذِخاَؤ ُي َلا َنَاْيمَْلاا َُّتُْد َّقَع َابِ ْمُُكذِخاَؤُّ ي ْنِك  ۖ  ٰسَم َِةرَشَع ُماَعْطِا ُوتَرا َّفَكَف َْيِْك
 ٍةَب َقَر ُر ِْيرَْتَ َْوا ْمُه ُتَوْسِْكَوا ْمُكْيِلَْىا َنْوُمِعْطُت اَم ِطَسَْوا ْنِم  ۖ ِماََّيا َِةثَلََث ُماَيِصَف ْد َِيَ َّْلَّ ْنَمَف  ۖ  ٰذ َُةرا َّفَك َكِل
 ْمُتْفَلَح اَذِا ْمُكِنَاْيما  ۖ  ْمُكِنَاْيما اُْوظَفْحاَو  ۖ   ٰذَك ٰا ْمُكل ُللا ُ ِّيْ َب ُي َكِل ٰي َنْوُرُكْشَت ْمُكَّلَعَل وِت  
Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak sengaja (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya 
(denda pelanggaran sumpah), ialah memberi makan sepuluh orang 
miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada 
kelurgamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang 
hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka 
(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu 
apabila kamu bersumpah. Demikianlah Allah menerangkan hukum-
hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (Q.S Al-
Maidah:89). 
 Persamaan nafkah dan kafarat dalam ayat di atas karenanya sama-
sama harta yang wajib dikeluarkan syara‟. Suami yang kaya nafkah makanan 
untuk istrinya dua mud perhari, sedangkan suami yang miskin nafkah bagi istrinya 
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hanya satu mud, dan suami yang sedang nafkahnya satu mud setengah. Perbedaan 
ini diambil dari firman Allah SWT Surah Ath-Thalaq ayat 7. 
 Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua 
mudd tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat adza sebab memotong rambut 
dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang harus dikeluarkan 
adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi‟yyah 
mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan 
untuk orang ekonomi sedang satu setengah mud.
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Ukuran nafkah dibuat sesuai dengan keadaan suami baik mampu atau pun 
tidak mampu, bukanlah pada tingkatan dan kedudukan istri. Kebiasaan secara 
umum telah menjadi batasan yang menentukan tingkatan manusia baik itu kaya, 
sedang, ataupun fakir. 
 Adapun konsep kadar nafkah Imam Syafi‟i adalah sebagai berikut:46 
1. Suami kaya 
Adapun bagi suami kaya, maka ia dibebankan pemberian nafkah 
sebagaimana berikut:  
a. Makanan yang setara dengan dua mud (dua genggaman orang dewasa) 
yang biasa dikonsumsi sebagai makanan pokok di Negerinya setiap 
hari, seharga gandum atau roti atau makanan yang sejenis pada Negeri 
tersebut. atau dapat memberikan roti yang telah siap untuk dimakan;  
b. Memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk daerah 
tersebut, yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya. Dalam hal ini para 
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fuqaha memperluas pikiran dengan menganggap bahwa segala sesuatu 
akan kembali pada kebiasaan penduduk setempat;  
c.  Pakaian yang sesuai atau layak bagi istri-istri orang kaya di Negeri 
tersebut, hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh pada cara 
berpakaian baik pada jenis, maupun pada kualitas baik dan buruknya. 
Sedangkan jumlah pakaian tetap disesuaikan dengan kebutuhan tidak 
dengan kebiasaan. Dalam hal ini, hukum serupa juga berlaku pada 
furniture, tempat tidur, peralatan dapur, dan lain sebagainya.   
2.  Suami sederhana (mutawasith) 
a. Makanan yang biasa dikonsumsi oleh negeri tersebut dan setara 
dengan satu setengah mud setiap hari. Dengan pertimbangan seperti 
sebelumnya yang telah disebutkan sesuai dengan suami kaya;  
b. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh penduduk lokal yang sederhana 
atau sedang-sedang saja baik dari jenisnya dan jumlahnya;  
c.  Pakaian yang sesuai dan layak untuk dipakai oleh para istri di daerah 
tersebut serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang berlaku sama 
halnya dengan pakaian.  
3.  Suami miskin (fakir) 
a. Makanan yang setara dengan satu mud yang biasa dikonsumsi oleh 
penduduk lokal daerah tersebut; 
b. Lauk pauk yang biasa dikonsumi oleh orang-orang fakir setempat 
dengan jumah dan jenis yang menjadi standar Negeri tersebut; 
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c. Pakaian yang sesuai dan layak bagi orang-orang yang berada pada 
tingkatannya. 
Nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat
47
 daging yang secara rutin 
diberikan pada setiap Jum‟at sebanyak 1 kerat. Ditetapkannya pula untuk istri 
jenis pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di Negerinya. Apabila suami 
berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 mud 
makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk-pauk serta daging melebihi dari 
apa yang telah disebutkan sebelumnya.
48
. 
Kewajiban memberikan nafkah harian dimulai sejak terbit fajar. 
Kewajiban ini dianalogikan dengan kewajiban membayar kafarat dan menunaikan 
zakat fitrah. 
Para ulama Syafi‟i mengatakan bahwa apabila pintu kecukupan bagi 
perempuan dibuka tanpa penetuan kadar, akan terjadi persengketaan yang tiada 
akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan penentuan kadar yang layak dengan cara 
yang patut. Ketetentuan ini  tidak mencakup bumbu, daging, dan buah yang harus 
bersama mereka tapi suami harus memperhatikan pakaian si istri.
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Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan mengenai pendapat Syafi‟i 
tentang kadar nafkah keluarga secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa menurut 
Imam Syafi‟i nafkah ada dua yaitu: nafkah orang yang dalam keadaan miskin, dan 
nafkah orang yang dalam keadaan mampu. Mengenai jumlah  nafkah, sebenarnya 
tidak diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi diukur berdasarkan syara‟. 
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Disamping itu, kalangan Syafi‟iyah sependapat juga dengan kalangan Hanafiyah 
tentang penetapan kadar nafkah yang memperhatikan kondisi suami. 
Hal ini didasarkan pada kemashalatan pencengahan terjadinya kasus 
persengketaan yang tiada akhir oleh karena sebab tidak adanya kadar yang tepat 
akan ketentuan yang ditetapkan. Nafkah makanan bagi orang dalam keadaan 
mampu adalah 2 mudd perhari, sedangkan nafkah makanan orang dalam keadaan 
kurang mampu (miskin) adalah 1  mudd. Bagi kalangan orang yang pertengahan 
dalam artian berkecukupan maka nafkah makanan dalam sehari adalah 1,5 mudd. 
Konsep dasar nafkah Mazhab Syafi‟i adalah memenuhi kebutuhan seperti yang 
disebutkan ketentuan kadar perharinya, baik itu 2 mudd tergantung golongan kaya 
atau miskin. Kemudian juga harus memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan 
lainnya yang sesuai menurut kebiasaan masyarakat di suatu daerah. 
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BAB TIGA 
KADAR NAFKAH KELUARGA DALAM MASYARAKAT 
GLUMPANG TIGA 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Secara astronomis, Kabupaten Pidie terletak antara 04,30
o
-04,60
o
 Lintang 
Utara dan antara 95,75
o
-96,20
o
 Bujur Timur, dengan batas-batas yaitu sebelah 
Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Selatan berbatasan dengan Kabupaten 
Aceh Barat dan Aceh Jaya, Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, dan 
sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie Jaya.
1
 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Glumpang Tiga Kebupaten Pidie. 
Kecamatan Glumpang Tiga merupakan salah satu dari 23 kecamatan di Kabu-
paten Pidie, Aceh. Batas-batas Kecamatan Glumpang Tiga yaitu sebelah Utara 
berbatasan dengan Kecamatan Glumpang Baro, Selatan berbatasan dengan 
Kecamatan Tangse, Barat berbatasan dengan Kecamatan Mutiara Timur, dan 
sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. 
Secara administratif, Kecamatan Glumpang Tiga terdiri dari 4 kemukiman dan 34 
gampong, dengan Ibu Kota Kecamatan terletak di Gampong Glumpang Minyeuk. 
Kemudiaman yang dimaksud yaitu Kemukiman Aron, Kemukiman Glumpang 
Minyeuk, Kemukiman Teupin Raya, dan Kemukiman Lambaro.
2
 Kemukiman 
yang memiliki wilayah administrasi gampong terbanyak yaitu Teupin Raya, 
sementara wilayah yang paling sendikit yaitu Kemukiman Lambaro. Masing-
                                                          
1
Munir Ilyas, Kabupaten Pidie dalam Angka 2018, (Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2018), 
hlm. 40. 
2
Mustafa, Kecamatan Glumpang Tiga dalam Angka Tahun 2017, (Pidie: Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Pidie, 2017), hlm. 1.  
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masing kemukiman dan desa yang dimaksud disajikan dalam tabel sebagai 
berikut: 
 Tabel: Kemukiman dan Gampong di Kecamatan Glumpang Tiga 
No Nama Kemukiman No Nama Gampong 
1 Aron 
1 Simpang 
2 Krueng Jangko 
3 Krueng Nyong 
4 Cot Baroh 
5 Cot Tunong 
6 Bili 
7 Panjoe 
8 Mesjid Amud 
9 Reudeup Meulayu 
2 Glumpang Minyeuk 
1 Kampong Jumpa 
2 Pulo Dayah/Pulo Lon 
3 Jurong Pande 
4 Tufah Jeulatang 
5 Kumbang Keupula 
6 Pulo Batee 
7 Meunjee 
8 Keutapang Mesjid 
9 Pulo Gajah Matee 
3 Teupin Raya 
1 Dayah Tanoh 
2 Mamplam 
3 Balee 
4 Keupula 
5 Pulo Lueng Teuga 
6 Sukon Mesjid 
7 Sukon Baroh 
8 Kruet Teumpeun 
9 Blang Drang 
10 Ude Gampong 
11 Kayee Jatoe 
4 Lambaro 
1 Dayah Kampong Pisang 
2 Blang Tunong 
3 Blang Peub 
4 Lambaro 
5 Neurok 
 Sumber: BPS Kecamatan Glumpang Tiga Tahun 2017 
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Gampong Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie secara 
Secara topografi gampong Panjoe termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah 
dengan ketinggian ± 50 meter dari permukaan laut (mdpl). 
Adapun batas-batas wilayah Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga 
Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara : Gampong Bili Kecamatan Glumpang Tiga 
b. Sebelah Timur : Gampong Krueng Jangkoe  Kecamatan Glumpang Tiga 
c. Sebelah Selatan : Gampong Reudeup Meulayu  Kecamatan Glumpang Tiga   
d. Sebelah Barat : Gampong Kp Jeumpa Glumpang Tiga 
Adapun luas wilayah Gampong Panjoe adalah 85 Ha yang terdiri - dari : 
a. Tanah sawah    : 50 Ha 
Tanah sawah seluas 50 Ha terdiri dari : 
1) Irigasi Teknis   :  15 Ha 
2) Irigasi setengah Teknis :  20 Ha 
3) Tadah Hujan           : 15 Ha 
b. Tanah bukan sawah    : 35 Ha 
      Tanah bukan sawah seluas 35 Ha terdiri dari : 
1) Pekarangan/bangunan  : 15 Ha 
2) Tegalan  : 15 Ha 
3) Lain-lain (sungai, jalan, makam, dll)  : 5 Ha 
Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Gampong terbagi ke 
dalam wilayah Dusun, Adapun jumlah Dusun, sebagaimana tercantum dalam 
Tabel 2.1 berikut ini : 
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Pembagian Wilayah Administrasi Gampong Panjoe 
 
No Dusun Ket 
1 Murni  
2 Panglima  
3 Laksamana  
 
Penduduk Gampong Panjoe terus mengalami pertumbuhan, dari tahun 
2012    sebanyak 398 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 0,73% sampai dengan 
tahun 2015 menjadi sebesar 526 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah 
penduduk Gampong selama 5 tahun terjadi penambahan 7 jiwa dengan 
pertumbuhan rata-rata 0,14%. Dengan luas wilayah 460 km², kepadatan penduduk 
gampong Panjoe pada tahun 2015 sebesar 470/km². Angka tersebut mengalami 
kenaikan pada akhir tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 520/km². 
Sedangkan Sex ratio penduduk Gampong tahun 12 sampai dengan tahun 2021 
sebesar 90,89%, yang berarti setiap 60 jiwa penduduk perempuan terdapat 197 
jiwa penduduk laki-laki. Untuk lebih jelas, data perkembangan penduduk 
gampong Panjoe  dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dapat dilihat dalam 
tabel2.2 berikut : 
Perkembangan Jumlah penduduk Gampong Tahun 2012 s/d 2015 
Tahun 
Penduduk 
Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 
2012 249 263 502 
2013 245 268 513 
2014 249 271 520 
2015 252 274 526 
Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Panjoe, 2015   
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Jumlah Penduduk terbanyak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 
berada di Dusun Panglima, sedangkan Dusun yang berpenduduk rendah terdapat 
di Dusun Murni Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut : 
Jumlah Penduduk per Dusun Tahun 2013 s/d 2015 
NO DUSUN 
JUMLAH PENDUDUK 
2013 2014 2015 
1 Panglima 213 209 192 
2 Laksamana 162 157 185 
 Murni 138 154 149 
 Jumlah 513 520 526 
 
Jumlah rumah tangga yang ada di Gampong Panjoe pada Tahun 2015 
adalah 151 kepala keluarga, secara lebih rinci sebagaimana tercantum dalam tabel 
2.4 berikut.  
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin 
Gampong Panjoe Tahun 2015 
No. Nama Dusun 
Rumah 
Tangga 
Penduduk 
Rasio 
Jenis 
Kelamin Laki – 
laki 
Perempuan Jumlah 
1 Panglima 88 137 136 273  
2 Laksamana 40 73 82 155  
3 Murni 23 42 56 98  
Jumlah 151 252 274 526  
Sumber : Buku Catatan Penduduk Sekretariat Gampong Panjoe, 2015   
 Gampong Desa Panjoe telah dipimpin oleh beberapa geusyik, yaitu 
Muhammad Ali (1994-1999), Basyamat (1999-2004), Abubakar (2004-2009), 
Hamdani (2009 s/d sekarang). Gampong Desa Panjoe memiliki visi dan misi 
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tertentu. Visinya adalah “Terwujudnya gampong yang mandiri berbasis 
produktivitas pertanian, dan meningkatkan pembangunan infrasruktur yang 
menghasilkan pangan, serta menciptakan kerukunan hidup yang  harmonis”. 
Adapun misinya adalah : 
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai 
berikut : 
1. Meningkatkan pembangunan hasil pertanian dengan membangun sarana 
pertanian yang dapat mendorong hasil produksi pertanian yang unggul. 
2. Meningkatkan pembangunan fisik dibidang infrasruktur untuk meningkatkan 
pembangunan sarana dan prasarana gampong. 
3. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong 
peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan 
daya saing yang lebih baik. 
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh 
dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dan perkebunan dalam 
arti luas, industry dan perdagangan. 
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
berdasarkan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas, penegakan hukum, 
berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai tuntutan syariat islam. 
Geusyik gampong Panjoe juga memiliki tugas, wewenang dan kewajiban  
sebagaimana disebutkan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 
Tentang Pemerintahan Gampong Bab V bagian kedua Pasal 21 yaitu: 
1. Keuchik mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintah, 
pembangunan, dan kemasyarakatan, serta menata adat gampong. 
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaiman di maksud pada ayat (1) keuchik 
mempunyai wewenang: 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah gampong berdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut Gampong; 
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b. Mengajukan rancangan qanun gampong; 
c. Menetapkan qanun gampong yang telah mmendapat persetujuan 
bersama Tuha Peut Gampong; 
d. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong mengenai 
APB Gampong untuk dibahas dan ditetapkan tuha peut secara 
partisipatif, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan; 
e. Membina perekonomian gampong serta mengkoordiansikan 
pembangunan gampong secara partisipatif; 
f. Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
gampong; 
g. Mewakili gampongnya di dalam di luar pengadilan dan dapat 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya dengan peraturan 
perundang-undangan; 
h. Melaksanakan wewenang lain sesai dengan peraturan perundang-
undangan; dan 
i. Membina kehidupan masyarakat gampong. 
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaiman di maksud pada 
ayat (2) kuuchik mempunyai kewajiban; 
a. Melaksanakan syariat islam dam memegang teguh dan mengamalkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 serta mempertahankan dan memelihara keuthan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Pemerintah Aceh; 
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; 
e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan 
bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 
f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah 
gampong; 
g. Menaati dan menengakkan seluruh peraturan perundang-undangan; 
h. Meyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong yang baik; 
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i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
gampong; 
j. Melaksanakan urusan yang menjadi wewenang gampong; 
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong; 
l. Mengembangkan pendapatan ekonomi masyarakat dan gampong 
dengan cara menumbuh kembangkan koperasi gampong; 
m. Membina, melestarikan dan melaksankan nilai-nilai sosial, seni 
budaya dan adat istiadat sesuai syariat islam; 
n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagan di gampong; dan 
o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup.  
Gampong Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga yang merupakan suatu 
gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian 
adalah suatu daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 526  jiwa yang terdiri 
dari 252 jiwa penduduk laki-laki dan 274  jiwa penduduk dengan jenis kelamin 
perempuan. 
Mengenai pendidikan dan kehidupan sosial keagamaan lainnya, dapat 
disajikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel: Pendidikan dan Kehidupan Keagamaan 
No Kategori keterangan 
1 Sekolah  1 Unit 
2 Dayah  1 Unit 
3 Masjid  - 
4 Meunasah 3 Unit 
5 Warung kopi 2 Unit 
6 Kios 5 Unit 
7 Pustu 1 Unit 
8 Polindes 1 Unit 
 
 
52 
 
B. Kadar Nafkah Keluarga dalam Masyarakat Glumpang Tiga Menurut 
Ketentuan Mażhab Syāfi’ī 
 
Masyarakat Glumpang Tiga secara umum memiliki beragam sumber 
pendapatan ekonomi, baik pertanian, perkebunan, peternakan, juga sebagai Pega-
wai Negeri Sipil sebagaimana telah disajikan dalam tabel sebelumnya. Dari 
sumber tersebutlah pihak laki-laki yang telah berkeluarga memenuhi kebutuhan 
nafkah keluarga untuk istri dan anak-anak. Kadar nafkah dalam masyarakat 
Glumpang Tiga berbeda-beda sesuai dengan pendapatan pihak suami. Hal ini 
diperoleh dari beberapa wanwancara dengan warga Kecamatan Glumpang Tiga 
Kabupaten Pidie. Lima di antara wawancara tersebut yaitu sebagai berikut: 
1. Wawancara dengan M. Ali:  
 “ Nafkah dalam keluarga merupakan sesuatu yang diberikan seseorang 
untuk keperluan hidup di dalam keluarga atau rumah tangga. pemberian 
nafkah kepada isteri harus disesuikan dengan kemampuan suami. Istri 
hendaknya tidak menentukan jumlah kadar nafkah minimal perbulannya. 
Apabila isteri menentukan kadarnya maka suami akan kewalahan untuk 
memenuhinya, karena kadar nafkah yang ditentukan tersebut tidak sesuai 
dengan penghasilannya. Nafkah yang biasa saya berikan kepada keluarga 
yaitu perbulan dengan jumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu 
rupiah). Jumlah tersebut saya berikan dengan harapan dapat 
menyenangkan keluarga ”.3 
 
                                                          
3
Wawancara dengan M. Ali, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 19 November 2018, 
di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
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2. Wawancara dengan Afdaluddin:  
 “ Nafkah merupakan segala kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari oleh 
seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya sesuai dengan kadar 
kemampuannya. Jumlah nafkah yang biasa saya keluarkan untuk 
kebutuhan keluarga adalah sejumlah RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) 
hingga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) perminggu”.4 
3. Wawancara dengan Hadiyati: 
 “ Nafkah adalah pemberian suami untuk kebutuham hidup dalam keluarga 
yang wajib dipenuhi. Nafkah keluarga saya perharinya yaitu Rp. 70.000 
(tujuh puluh ribu rupiah), jadi jika dihitung secera keseluruhan perbulan 
lebih kurang mencapai Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah)”.5 
4. Wawancara dengan Nursyidah: 
 “ Nafkah menurut saya yaitu pemberian suami baik lahir (uang) maupun 
batin. Nafkah yang saya terima utnutk keluarga rata-rata biasanya 
berjumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari. Jumlah ini 
Alhamdulillah mencukupi untuk kebutuhan keluarga perharinya”.6 
5. Wawancara dengan Nurul Hikmah: 
 “ Menurut saya, nafkah adalah pemberian suami baik itu nafkah lahir 
maupun batin. Jumlah nafkah yang diberikan suami Alhamdulillah mencu-
                                                          
4
Wawancara dengan Afdaluddin, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 21 November 
2018, di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
5
Wawancara dengan Hadiyati, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 14 November 2018, 
di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
6
Wawancara dengan Nursyidah, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 21 November 
2018, di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
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kupi untuk tiap harinya. Dan pemberian nafkah tersebut seperlunya saja. 
Jika keluarga memelukan sesuatu suami  tetap memenuhinya”.7 
Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah atau kadar 
nafkah yang diberikan pihak suami kepada keluarga berbeda-beda. Jumlah nafkah 
tersebut disesuaikan dengan penghasilan suami. Hal ini menunjukkan penetapan 
kadar nafkah tersebut sepenuhnya disesuaikan dengan kemampuan suami, atau 
dalam istilah fikih sering disebut dengan istilah ma’ruf. Pihak isteri dalam hal ini 
juga tidak menetapkan jumlah nafkah tersebut kepada pihak suami. Bahkan, 
dalam keterangan ibu-ibu yang ada di lapangan merasa cukup atas nafkah yang 
diberikan suami. 
Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pihak istri atau ibu-ibu biasanya 
membantu pihak suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Beberapa hasil 
wawancara menyebutkan bahwa berkerjanya pihak isteri dilakukan untuk mem-
bantu suami dan menambah penghasilan sehari-hari. Kaitan hal ini, M. Ali 
menyatakan bahwa berkerjanya isteri dibolehkan dengan syarat harus tidak 
melanggar syariat.
8
 Syarat ini mengarah pada ada tidaknya izin dari pihak suami 
ketika pihak isteri bekerja. Nurul Hikmah, selaku ibu rumah tangga menyatakan 
bahwa bekerjanya isteri tergantung izin dari pihak suami. apabila suami 
mengizinkan maka dibolehkan berkerja dalam batas-batas pekerjaan yang 
dibenarkan dalam Islam.
9
  
                                                          
7
Wawancara dengan Nurul Hikmah, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 19 November 
2018, di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
8
Wawancara dengan M. Ali, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 19 November 2018, 
di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
9
Wawancara dengan Nurul Hikmah, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 19 November 
2018, di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
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Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Afdaluddin, bahwa istri 
hendaknya harus bekerja di bidang domestik saja, seperti mengurus semua 
pekerjaan rumah tangga. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah 
terhadapnya. Di samping itu, isteri yang bekerja di bidang domestik menjadi jalan 
dan memberi motivasi kepada pihak laki-laki agar bekerja lebih keras dalam 
memenuhi kebutuhan isterinya.
10
 Keterangan tersebut cenderung sama seperti 
pendapat Harun, bahwa isteri hendaknya bekerja mengurusi keperluan keluarga 
dan anak. Hal ini bukan bagian dari mengekang pihak isteri, namun menurutnya 
jalan inilah yang mampu untuk melindungi isteri dari pengaruh buruk bekerjanya 
isteri di luar rumah, di samping menjadi pemicu agar pihak kepala rumah tangga 
untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.
11
 
Mencermati keterangan di atas, kadar nafkah suami pada masyarakat 
Kecamatang Glumpang Tiga cenderung elastis dan berbeda-beda antara satu 
keluarga dengan keluarga lainnya. Disebut elastis karena kadar nafkah yang 
diberikan suami kepada keluarga disesuiakan dengan pendapatan suami, bahkan 
hitungan nafkah per hari berbeda-beda dan tidak tetap hanya dalam jumlah 
tertentu saja.  
Penjelasan sebelumnya juga diketahui bahwa kadar nafkah keluarga 
tampak tidak terikat dengan pendapat mażhab Syāfi‟ī. Ketentuan nafkah dalam 
Mażhab Syāfi‟ī juga disesuaikan dengan kemampuan suami. Namun, dalam 
                                                          
10
Wawancara dengan Afdaluddin, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 21 November 
2018, di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
11
Wawancara dengan Harun, Warga Gampong Panjoe, pada tanggal 21 November 2018, 
di Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. 
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Mażhab Syāfi‟ī ditentukan kadar minimal nafkah perhari yang wajib diberikan 
kepada istri. Setidaknya ada tiga klasifikasi kadar minimal nafkah suami, yaitu:
12
 
1. Suami yang kaya, yaitu suami mampu memberikan nafkah dengan harat 
atau pekerjaannya. Ia berkewajiban memberikan nafkah sebanyak 2 mud 
per harinya, atau setara dengan 1.350 gram, atau lebih kurang satu liter, 
atau jika dihitung dengan uang saat ini (tahun 2018) berkisar antara Rp 
8.500 hingga Rp 12.000 per harinya. 
2. Suami yang dengan ekonomi menengah, yaitu suami yang andaikata 
dipaksa mengeluarkan 2 mud dalam sehari maka dia akan jatuh miskin. 
Dalam konteks ini, suami hanya harus memberikan kadar minimal nafkah 
isteri adalah 1,5 mud. 
3. Suami miskin, yaitu suami yang tidak mampu memberikan nafkah dengan 
harta dan pekerjaannya. Sehingga, batas minimal nafkah wajib untuk 
dipenuhi per harinya adalah 1 mud. 
Tiga pembagian di atas juga disinggung oleh Imām al-Māwardī dan Imām 
al-Juwainī, ulama bermazhab Syāfi‟ī, dalam masing-masing kitanya: “al-Ḥāwī al-
Kabīr” dan kitab: “Nihāyah al-Muṭalib”. Imām al-Māwardī menyatakan bahwa 
kadar nafkah seorang suami berbeda-beda sesuai dengan suami yang dipandang 
mampu atau dipandang susah. Suami yang mampu ditetapkan sebanyak dua mud, 
suami miskin ditetapkan sebanyak satu mud, sedangkan bagi suami yang memiliki 
ekonomi menengah yaitu satu mud setengah.
13
 Tidak jauh berbeda dengan itu 
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Wahbah al- Zuhaili, al- Fiqh al- Muyassar, Juz 2, (Damasku: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 
280. 
13Imām Ḥabīb al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī: Syarḥ 
Mukhtaṣar al-Muzānī, Juz 11, (Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 1994), hlm. 423.  
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bahwa Imam al-Juwaini menyatakan ketiga pembagian tersebut. Namun, istilah 
suami kaya yang digunakan yaitu زسوملا dan عسوملا, artinya suami yang memiliki 
keluasan rezeki.
14
  
Ketentuan pendapat dalam Mażhab Syafi‟i tersebut tampak tidak mengikat 
dan tidak berlaku pada masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga. Istri tidak berhak 
untuk menetapkan berapa jumlah minimal harta yang wajib diberikan kepadanya. 
Akan tetapi, mengenai jumlah minimal kadar nafkah keluarga dalam masyarakat 
Glumpang tiga cenderung tidak mengikuti dan tidak sesuai dengan ketentuan yang 
telah ditetapkan oleh Mażhab Syafi‟i. 
C. Kadar Nafkah Keluarga Mażhab Syāfi’ī Dilihat pada Konteks 
Sekarang 
 
Para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah adalah kewajiban suami 
terhadap isterinya. Nafkah adalah hal yang pokok dalam kehidupan keluarga. Hal 
ini disebabkan karena pemenuhan nafkah merupakan cara seseorang untuk 
mempertahankan eksistensinya agar selalu hidup berkecukupan, sebagai media 
agar mudah menjalankan semua urusan di dunia, bahkan menjadi pokok dasar 
serta waṣīlah (perantara) agar terjaganya eksitensi jiwa yang notabene bagian dari 
tujuan pensyariatan nafkah itu sendiri. 
Terpenuhinya nafkah adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang 
lebih baik, mendapat kemaslahatan dan kebahagiaan hidup yang didambakan. 
Muḥammad Abū Zahrah menyatakan bahwa syariat datang sebagai rahmat bagi 
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Abd al-Mālik bin Abdullāh bin Yūsuf al-Juwainī, Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-
Mażhab, Juz 15, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007), hlm. 420. 
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manusia. Demikian juga disebutkan oleh.
15
 „Abd al-Wahhab al-Khallāf bahwa 
tujuan ditetapkannya hukum termasuk dalam hal ini adalah kewajiban nafkah 
adalah untuk kemaslahatan manusia: 
 سانلا حلاصم قيقحت وه ماكحلأا عيزشت هم عراشلا ماعلا دصقملا ّنأ
ةايحلا هذه يف.16.  
  
Bahwa tujuan umum syāri’ (Allah) mensyariatkan hukum-hukum yaitu 
untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini. 
 
Intinya, setiap hukum yang ditetapkan dalam islam tidak jauh dari tujuan, 
artinya hukum yang ditetapkan dalam Islam, termasuk dalam hal kewajiban 
nafkah, tujuan umum-nya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, maslahat 
bagi yang memberi nafkah karena telah memenuhi kewajibannya dan maslahat 
bagi yang menerima nafkah.  
Terkait dengan kadar nafkah keluarga menurut mażhab Syāfi‟ī, cukup 
relevan dengan konteks sekarang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa argumen. 
Pertama, bahwa ketentuan kadar minimal nafkah sebagaimana telah disebutkan 
tampak tidak memberatkan pihak suami. Penetapan keadaan ekonomi suami pada 
tiga kategori yaitu suami kaya 2 mud, suami dengan tingkat ekonomi sedang 1,5 
mud, dan suami miskin 1 mud menjadi acuan tersendiri bagi masyarakat dewasa 
ini.  
Dilihat dari data kemiskinan yang didata oleh BPS Aceh. Menyebutkan 
bahwa Pada Bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan 
pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 
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Muḥammad Abū Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, (Bairut: Dār al-Fikr al-„Arabī, 1958), hlm. 364-
365. 
16
 Abd al-Wahhāb al-Khallāf, “Ilm Uṣūl al-Fiqh, (Kairo: Maktabah al-Da‟wah al-Islāmiy-
yah, 1947), hlm. 198. 
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829 ribu orang (15,92 persen), berkurang sebanyak 42 ribu orang dibandingkan 
dengan penduduk miskin pada Maret 2017 yang jumlahnya 872 ribu orang (16,89 
persen). Selama periode Maret-September 2017, persentase penduduk miskin di 
daerah perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan, di perkotaan mengalami 
penurunan sebesar  0,32 persen (dari 11,11 persen menjadi 10,42 persen), dan di 
daerah perdesaan mengalami penurunan 1,01 persen (dari 19,37 persen menjadi 
18,36 persen).
17
 Mengacu pada data ini, maka dapat diketahui jumlah penduduk 
Aceh yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke atas mencapai 84,08%. 
Data ini tentu menjadi indikasi bahwa dalam hal pemenuhan nafkah keluarga 
tergolong cukup baik. Bahkan, boleh jadi pendapat Mażhab Syāfi‟ī tentang batas 
minimal nafkah tersebut dapat diberlakukan untuk kalangan masyarakat mene-
ngah ke bawah. 
Melihat pada pendapat mazhab Syafi‟i, dan wawancara dengan 
masyarakat, kebanyakan dari masyarakat kurang paham mengenai kadar nafkah 
yang ditentukan oleh mazhab Syafi‟i. Jika dilihat pada konteks sekarang, menurut 
penulis nafkah yang ditentukan oleh mazhab Syafi‟i tidak relevan lagi dengan 
masyarakat di Desa tersebut, hal ini disebabkan oleh kecilnya jumlah yang 
ditetapkan dalam ketentuan kadar nafkah tersebut sehingga dianggap tidak mampu 
untuk mencukupi kebutuhan seahri-hari.  
Poin penting perlu dicermati kaitan dengan kadar nafkah mażhab Syāfi‟ī 
dengan konteks sekarang adalah tentang konsekuensi dari tidak dapat dipenuhinya 
minimal kadar nafkah suami. Pendapat Mażhab Syāfi‟ī menentukan bahwa 
                                                          
17
Dimuat dalam: https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/405/profil-kemiskinan-da 
n-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-provinsi-aceh-september-2017-.html, diakses pada 
tanggal 9 Desember 2018. 
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apabila suami tidak dapat memenuhi batas minimal kadar nafkah isteri atau tidak 
memberikan nafkah pada isteri, maka isteri bisa menuntut hak nafkah tersebut dan 
suami wajib memenuhinya, meskipun dengan berutang. 
 Bahkan, apabila suami telah mencari nafkah dan tidak dapat memenuhi 
batas minimal tersebut, dalam hal ini Imām Syāfi‟ī berpendapat isteri boleh 
memilih untuk bercerai dengan suami-nya.
18
 Pendapat ini tentu kurang relevan 
dengan konteks sekarang, dan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Hukum positif yang berlaku dewasa ini tidak mengenal dan 
menjadikan kurangnya nafkah sebagai alasan memilih untuk bercerai. Regulasi 
yang ada hanya menetapkan beberapa poin yang dapat dijadikan alasan cerai. 
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:  
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
                                                          
18Imām al-Syāfi‟ī, al-Umm, Juz 6, (Mekkah: Dār al-Wafā‟, 2001), hlm. 235. 
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e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. 
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
Selaras dengan ketentuan di atas, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam 
menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
b. Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
g. Suami melanggar taklik talak. 
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h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 
rukunan dalam rumah tangga. 
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa kurang atau 
ketiadaan nafkah tidak dimasukan sebagai satu alasan isteri menceraikan suami. 
Kurang atau tidak diberikannya nafkah terhadap suami dapat menjadi alasan cerai 
hanya ditemukan dalam mażhab al-Syāfi‟ī. Oleh sebab itu, terkait dengan 
konsekuensi ini cenderung kurang relevan dengan konteks hukum yang berlaku 
dewasa ini. 
Mahkamah Syariah Sigli tidak menentukan berapa kadar nafkah yang 
harus diberikan suami kepada mantan isrti tetapi hakim menentukan berdasarkan 
kesepakatan para pihak dan kemampuan suami atau pekerjaan suami.
19
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Dedy Afrizal, Penitera Muda Hukum, Pada Tanggal 8 Maret 2019, Mahkamah Syariah 
Sigli. 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab yang lalu dan analisa penulis, 
dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu: 
1. Secara fiqh atau hukum Islam tidak ditentukan jumlah kadar nafkah yang 
harus diberikan suami kepada istri. Tetapi, diberikan menurut kemampuan 
suami atau secara ma’ruf. Sedangkan, menurut mażhab Syafi’i, kadar 
nafkah yang harus diberikan kepada keluarga dilihat dari tiga keadaan. 
Pertama, keadaan suami kaya yaitu 2 mud. Kedua, keadaan suami dengan 
tingkat ekonomi sedang yaitu 1,5 mud. Ketiga, keadaan suami miskin 
yaitu 1 mud..  
2. Dilihat dari pendapat mażhab Syafi’i, kadar nafkah yang diberikan suami 
kepada keluarga di Desa Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga tidak sesuai, 
sebab masyarakat Desa Panjoe tidak mengharuskan suami untuk 
memberikan nafkah minimal sebagaimana ditetapkan dalam mażhab 
Syafi’i. 
3. Ketentuan kadar nafkah dalam mażhab Syafi’i boleh jadi dapat 
diberlakukan saat ini untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. 
Namun, pendapat mażhab Syafi’i mengenai konsekuensi bolehnya isteri 
memilih cerai dengan suami karena suami tidak dapat memenuhi kadar 
nafkah cenderung kurang relevan dengan konteks sekarang. Karena, 
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undang-undang yang berlaku tidak menjadikan kurangnya nafkah sebagai 
alasan satu pasangan memilih untuk bercerai. 
B. Saran-Saran 
Saran-saran penelitian ini adalah: 
1. Hendaknya, penelitian mengenai kadar nafkah perlu dikaji dalam sudut 
pandang yang lain. Misalnya dengan memilih pendapat mazhab yang lain. 
Hal ini dimaksudkan agar menambah literasi tentang nafkah di Perpus-
takaan Syariah. 
2. Bagi masyarakat khususnya pihak suami, hendaknya memenuhi kewajiban 
nafkah kepada isteri dengan kemampuan. Sementara bagi pihak isteri, 
hendaknya tidak menetapkan kadar nafkah bagi suaminya sehingga daoat 
memberatkan, juga tidak menjadikan kurangnya nafkah sebagai alasan 
untuk mengajukan cerai. 
3. Bagi praktisi dan akademisi yang hendak melihat lebih jauh tetang 
persoalan nafkah, hendaknya secara terus menerus melakukan penelitian 
baik dari sisi fikih para ulama, juga disansingkan dengan temuan-temuan 
di lapangan. Hal ini bertujuan agar mampu untuk memberikan jawaban 
persoalan yang ada ditengah masyarakat. 
4. Penelitian ini adalah bagian dari analisa ilmiah, sehingga dimungkinan 
adanya kekeliruan baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Oleh sebab 
itu, bagi pihak-pihak terkait diharapkan memberikan masukan yang 
sifatnya membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 
 
65 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Sumber Buku 
Abd al-Aziz Ibn Mazah al-Bukhari al-Ḥanafi, al-Muḥiṭ al-Buhani, Juz 3, Bairut: 
Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2004. 
Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
1996. 
Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, Fiqh 
Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009.  
Abd al-Mālik bin Abdullāh bin Yūsuf al-Juwainī, Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah 
al-Mażhab, Juz 15, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2007.  
Abd al-Wahhāb al-Khallāf, “Ilm Uṣūl al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da‟wah al-
Islāmiy-yah, 1947.  
Abdul Manan, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2017. Abū Isḥāq al-Syāṭibī, al-
Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah, Bairut: Dar al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2004. 
A.Hamid Sarong, Rukiyah M. Ali, Khairani, Rasyidah, Fiqih, Banda Aceh: PSW 
IAIN Ar-Raniry, 2009. 
Amir Syarifuddin, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007. 
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Jus 1, Semarang: Cv Toha Putra, 
1992. 
Ahmad Mustafa Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Jus 2, Semarang: Cv Toha Putra, 
1992 
A.Rahman I. Doi¸Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah), Jakarta: 
PT Raja Grafindo Persada, 2002. 
Etta Mamang Sangadji, Sopiah Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010. 
H. Moh. Rifai, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang: Cv Toha Putra. 
H. Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Kelaurga Islam Kontemporer, 
Jakarta: Prenada Media, 2004. 
Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Terj. Amiruddin, Jilid 26 Jakarta: Pustaka 
Azam, 2008.  
66 
 
 
Ibn Qudāmah, al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr, Juz 9, Bairut: Dār al-Kitāb al-„Arabī, 
1983. 
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Jilid 3 dan 4, Terj. 
Adul Rasyad Shiddiq, Jakarat Timur: AkbarMedia, 2013. 
Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Foqih Wanita, Terjemahan Anshori Umar 
Sitanggal, Semarang: CV Asy Syifa.  
Al-Imam Abul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, Tafsir Al-Quranul Adzim,”Terj. 
Bahrun Abu Bakar dkk”, Jilid 1-2, Cet. 1, Bandung: Sinar Baru 
Algensindo, 2001. 
 Imām Ḥabīb al-Māwardī, al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī: 
Syarḥ Mukhtaṣar al-Muzānī, Juz 11, Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 
1994. 
Al-Imam Asy-Syafi‟i, Al-Umm (Kitab Induk), Terj Tk. H. Ismail Yakub, Jilid 7 
Kuala Lumpur: Victory Agencie. 
Izz al-Dīn bin „Abd al-Salām, Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām, Kairo: 
Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhadiyyah, 1991. 
J. supranto Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Jakarta: PT Rineka Cipta, 
2003. 
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: CV. Al-Hidayah, 
1968.  
Muḥammad Abu Zahrah, Uṣūl al-Fiqh, Bairut: Dār al-Fikr al-„Arabī, 1958.  
Muḥammad bin Aḥmad bin Juzai al-Gharnaṭi, al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ 
Mażhab al-Mālikiyyah, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.  
Muḥammad bin al-Farraa al-Baghawi, al-Tahżīb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī, Juz 6, 
Bairut: Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 1997. 
Muhammad Bin Ismail, Subulussalam, Terj. Ali Nur Medan, Darwin, dan 
Ghana‟im, Jilid 3 , Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2013. 
Munir Ilyas, Kabupaten Pidie dalam Angka 2018, Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 
2018. 
Mustafa, Kecamatan Glumpang Tiga dalam Angka Tahun 2017, (Pidie: Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Pidie, 2017.  
M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada 
Media Group, 2006. 
67 
 
 
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera Hati, 2002. 
Al-Qahdi Abu Syuja‟ Bin Ahmad Al-Ishfahani, Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi’i 
Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja’ Dengan Dalil Al-Quran Dan Hadits, 
Terj. Toto Edidarmo, Jakarta: Noura Books, 2012.  
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, terj. Khairul Amru Harahab dan Masrukhin, 
Jakarta: Pundi Askara, 2006. 
----------, Fiqih Sunnah, Terj. Nor Hasanuddun, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi 
Aksara, 2006. 
----------, Fiqih Sunnah, Terj Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, Jakarta: 
Pena Pundi Askara, 2013. 
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pers, 1986. 
Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2017. 
Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Kelurga, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta Timur: 
Pustaka Al-Kausar, 1999.  
Syihab al-Din al-Ramli, Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Manhāj, Juz 7, Bairut: 
Dār al-Kutb al-„Ilmiyyah, 2003. 
Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Perbandingan 
Perhitungan Manual dan SPSS, Jakarta: Kencana, 2013. 
Tihami, Sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2013. 
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Eska Media, 
2003. 
Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, 
Jakarta: Almahira, 2010. 
----------, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, 
Jakarta: Gema Insani, 2007. 
2. Sumber Jurnal  
Jumni Nelli, “Analisis Tentang Keewajiban Nafkah Kelurga Dalam Pemberlakuan 
Harta Bersama”. Jurnal Hukum Islam, Vol. II, No. 1, 2017. 
Lailiyah Buang Lara, “Metode Istinbath Hukum Imam Syafi‟i: Telaah Atas 
Konsep Kadar Nafkah Istri”. Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 
Vol. 6, No. 2, Mei 2017 
68 
 
 
Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”. Kanun Jurnal Ilmu 
Hukum, Vol. XVII, No. 66, Agustus 2015. 
3. Sumber Skripsi  
Dedy Sulistiyanto, “Kewajiban Suami Narapidana Terhadap Nafklah Keluarga 
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Beteng Ambara), 
(Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syariah, STAIN,  Salatiga, 2014. 
Lailatul Qadar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari 
Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Gampong Ligan Kec. 
Sampoinit Kab. Aceh Jaya ), (skripsi tidak dipublikasikan)  Fakultas 
Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2014 
Hasbi, Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Analisa Pengemis di 
Banda Aceh), ( skripsi tidak dipublikasikan)  Fakultas Syariah dan 
Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. 
Syaqinah, Nafkah Keluarga Dari Harta Istri (Studi Perbandingan antara Ibn 
Hazm, Yusuf Al-Qaradhawi dan Realitas dalam Masyarakat Gayo, 
(Skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-
Raniry, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
  
  
 
 
    
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Identitas Diri 
Nama   : Seri Suarni 
Tempat / Tanggal Lahir : Panjoe/22 Mei 1994 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Pekerjaan / Nim  : Mahasiswi / 140101059 
Alamat    : Panjoe Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie 
Status Perkawinan : Belum Menikah 
Agama   : Islam 
Kebangsaan  : WNI 
Email   : Serisuarni22@gmail.com 
Hp   : 0853 7023 2127 
Orang Tua/wali  : 
Ayah   : Nurdin  
Pekerjaan  : Tani 
Ibu   : Faridah 
Pekerjaan  : IRT 
Pendidikan   : 
SD   : SDN Aron    Tahun Lulus: 2007 
SMP   : MTsN Glumpang Minyeuk  Tahun Lulus: 2010 
SMA   : MAN Beureunuen   Tahun Lulus: 2013 
Perguruan Tinggi  : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  Tahun Lulus: 2019 
 
Banda Aceh, 9 April 2019 
 
Seri Suarni 
